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KATA PENGANTAR
Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program pendidikan yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program pendidikan tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran suatu perguruan tinggi atau program pendidikan profesi, yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi atau program pendidikan profesi masing-masing.
Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program pendidikan profesi dokter gigi (S1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program diploma (S0) dan program doktor (S3), kemudian pada tahun 2007 mulai menyelenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi, dan Program Studi  Periodonsia wajib mengikuti proses akreditasi.  
Pada Mei 2011, program studi yang berstatus terakreditasi  berjumlah 9288 program studi yang terdiri atas 6977 program studi sarjana, 749 program studi magister, 59 program studi doktor, dan 1503 program studi diploma. Program studi yang telah terakreditasi mencapai 54.2% dari 17128 program studi yang terdaftar (PTN=3665, PTS=10938, PTAN=704, PTAS=1360, PTK=461) dari 3230 perguruan tinggi (PTN=82, PTS=2819, PTAN=50, PTAS=219, PTK=60).  BAN-PT telah mengakreditasi 80 dari 3230 perguruan tinggi yang ada (2.5%).
Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka BAN-PT sejak akhir tahun 2008 mulai mengembangkan instrumen khusus untuk program studi profesi, seperti profesi dokter, apoteker dan  akuntan. Khusus untuk program studi Periodonsia, pengembangan instrumennya dilakukan mulai tahun 2011 melalui kerjasama dengan Kolegium Periodonsia Indonesia. Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Indonesia, maka penjaminan mutu eksternal dari program studi Periodonsia melalui akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya, instrumen akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini. Dalam upaya perkembangan program Periodonsia, BAN-PT bersama Kolegium Periodonsia Indonesia telah menyusun  Instrumen Akreditasi Program Studi Periodonsia yang terdiri atas:
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–
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–
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Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi. 
Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Periodonsia  diharapkan akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi Periodonsia yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. 
Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Periodonsia ini.
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I.  LATAR BELAKANG

1.1 Sejarah Singkat
Pendidikan Ilmu Kedokteran Gigi di Indonesia dimulai sejak tahun 1928, pada waktu itu Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Mahasiswa yang diterima adalah lulusan MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) yang sekarang setara dengan Sekolah Menengah Pertama. Lembaga pendidikan kedokteran gigi yang ada adalah STOVIT (School tot Opleiding voor Indische Tandarts). Semenjak tahun didirikan, kurikulum di STOVIT baru mencakup Eksodonsia, Ortodonsia, Prostodonsia dan Konservasi Gigi. Karena perkembangan ilmu, pada tahun 1960-an bidang Eksodonsia diubah menjadi bidang Bedah Mulut (Periodonsia termasuk di dalamnya) dan kemudian sejalan dengan perkembangannya Periodonsia berdiri sendiri di luar Bedah Mulut. Awal pencetus gagasan untuk mengembangkan bidang Periodonsia di Indonesia adalah (alm) Prof. Soedarmadi,drg, SpBM dan (alm) Prof.Dr. RM Soelarko, drg, SpProsto. Beliau adalah ahli Bedah Mulut dari Universitas Airlangga (UNAIR) dan ahli Prostodonsia dari Universitas Padjadjaran (UNPAD). Pada tahun 1962, (alm) Prof. Soedarmadi, drg,SpBM  meminta Prof. SW Prayitno, drg, SKM, MScD, PhD, SpPerio(K), Made Rai Tjandri S Rahman, drg, SpPerio dan Sintadewi Ramatjandra, drg untuk juga mendalami Periodonsia dan mulai mendirikan Bagian Periodonsia di luar Bagian Bedah Mulut. Pada tahun 1965 Prof. SW Prayitno, drg, SKM, MScD, PhD, SpPerio(K) pindah ke Universitas Indonesia dan mengusulkan untuk mendirikan bagian Periodonsia di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI). Di Bandung, (alm) Prof. Dr. RM Soelarko, drg, SpProsto merasa perlu dan penting untuk mengembangkan Periodonsia ( hal ini dirasakan beliau sekembalinya belajar dari Amerika ). Karena itulah kemudian beliau mengutus Prof. Dr. Soertini.E.Lambri, drg, MS, SpPerio(K) pergi belajar ke Amerika Serikat selama 3 tahun. Di Yogyakarta, Soetomo Nawawi, drg, DPH Dent, SpPerio(K) mengembangkan pendidikan jenjang S2 Periodonsia sejak tahun 1980.
Latar Belakang Perkembangan Organisasi Profesi

Pada tahun 1950, di lingkup profesi yang disponsori oleh para sesepuh seperti Prof.Dr. Soeria Soemantri (Bandung), Prof.Dr. RM Soelarko (Bandung), Prof.drg. Soedomo (Yogyakarta) dan Prof.drg. Soedarmadi (Surabaya); mengikrarkan berdirinya Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) di Bandung. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) adalah satu-satunya perhimpunan profesi dokter gigi di Indonesia yang diakui pemerintah, yang masih berlaku hingga sekarang. 

Dalam organisasi inilah para sesepuh ahli, demi kemajuan profesi menggagas kekhususan pengembangan ilmu Kedokteran Gigi dengan mendirikan suatu majelis yang disebut Majelis Dokter Gigi Ahli (MDGA) yang dalam perkembangannya telah diubah menjadi Majelis Dokter Gigi Spesialis (MDGS). Dalam Konggres PDGI ke XXI tahun 2002 di Solo, MDGS dihapus dan penugasan diteruskan dengan dibentuknya Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI). 
Dengan adanya MKKGI, masing – masing kelompok keahlian membentuk kolegium ikatan keahlian. Di bidang Periodonsia, pada tanggal 26 September 1979 didirikan IPPERI (Ikatan Peminat Periodontologi Indonesia) dimana 30 orang perintisnya menandatangani piagam pendirian, termasuk di antaranya (alm) Prof.Soedarmadi, drg, Sp.BM.
Tahun 1984, IPPERI diubah menjadi Ikatan Periodonsia Indonesia (IPERI) karena anggotanya sudah banyak yang menyandang predikat dokter gigi Spesialis Periodonsia, bukan lagi hanya sekedar peminat bidang Periodontologi. Atas amanat dari PDGI, pada tahun 2000 IPERI membentuk Kolegium Periodonsia Indonesia yang nantinya menjadi wakil ikatan keahlian untuk duduk dalam MKKGI. Tahun 2005, secara formal Kolegium Periodonsia Indonesia dibentuk dan disahkan dalam Konggres PDGI di Makassar. Dalam forum internasional, perkembangan Periodonsia dapat dilihat dengan berdirinya berbagai organisasi profesi bidang Periodonsia seperti American Academy of Periodontology/ AAP (tahun 1960an di Amerika yang menerbitkan jurnal berkala Journal of Periodontology), European Federation of Periodontology/ EFP (tahun 1993 di Eropa yang menerbitkan jurnal berkala Journal of Clinical Periodontology) dan Asia Pasific Society of Periodontology/ APSP (tahun 1993 di Asia yang menerbitkan buku berkala Proceding APSP). Indonesia berperan sejak awal berdirinya APSP dengan Prof. SW Prayitno, drg, SKM, MScD, PhD, SpPerio(K) sebagai councilor  tahun 1993 – 2005; Dr. Yuniarti Soeroso,drg,SpPerio(K) sebagai councilor  tahun 2005 – 2015 dan tahun 2011 – 2014 sebagai country representative, serta Yulianti Kemal,drg,SpPerio(K) sebagai councilor tahun 2011 – 2014 dan sebagai  President elect tahun 2014 – 2015.  Sejak tahun 1993 Indonesia masuk dalam keanggotaan EFP diwakili oleh Prof. SW Prayitno, drg, SKM, MScD, PhD, SpPerio(K) dan A.Irene Sukardi, drg, SpPerio(K).
1.2      Program Studi  Periodonsia
Dari sejarahnya, memang Periodonsia berkembang sangat terlambat dibanding bidang – bidang kedokteran gigi lainnya. Namun ternyata semenjak pendidikan spesialis mulai diadakan pada yahun 1982, pendidikan spesialis Periodonsia sudah dimulai bersama dengan bidang lain, sebagai contoh adalah bahwa FKG UI sudah menyelenggarakannya sebelum keluarnya SK Dikti no 139 dan no.141 tahun 1984. Gagasan mengadakan pendidikan spesialis ini didasari atas salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari lembaga pendidikan. Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sekitar awal tahun 1980-an FKG UI telah mengadakan pendidikan tambahan dari bidang – bidang yang ada pada waktu itu. Pendidikan tambahan (3 – 6 bulan) mulai diikuti para dokter gigi ABRI, hal ini disebabkan karena pimpinan fakultas pada saat itu, Ali Dahlan, drg (anggota TNI) sangat concern terhadap kebutuhan pelayanan kepada prajurit. Rupanya pendidikan ini menjadi cikal bakal pendidikan dokter gigi spesialis lebih lanjut. 

Melihat sedikit jauh ke belakang, pada akhir tahun 1980-an, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia) telah mengeluarkan peraturan mengenai pendidikan jenjang S2 dan S3, khususnya untuk staf pengajar. Sesuai dengan akreditasi pada waktu itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan UNAIR berhasil terakreditasi, namun kondisi sumber daya manusia di FKG UI belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan jenjang S2. 
Termotivasi oleh dan adanya pendidikan jenjang S2 yang dilaksanakan di FKG UGM dan FKG UNAIR, maka Prof. SW Prayitno, drg, SKM, MScD, PhD, SpPerio(K) sebagai Dekan FKG UI mencoba melakukan terobosan yang unik, menggagas untuk melaksanakan pendidikan spesialis bidang kedokteran gigi secara internal di UI (pada saat itu bukan merupakan program dari DIKNAS RI). Dalam hal ini, FKG UI mengacu pada pendidikan spesialis yang dilaksanakan di fakultas kedokteran UI.

Sekitar tahun 1981,FKG UI mulai merintis pendirian pendidikan spesialis dengan mengusulkan kepada Rektor UI untuk memberikan pengakuan spesialis kepada calon staf pengajar untuk program pendidikan spesialis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Program Pendidikan Spesialis FKG UI masih bersifat lokal di UI. Sesuai dengan obsesi FKG UI yang ingin melaksanakan Dharma Pengabdian kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu pada masyarakat, Program Pendidikan Spesialis dibuka untuk staf pengajar dan dokter gigi yang sedang melaksanakan tugas pelayanan. Pembicaraan dimulai dengan penetapan pembidangan. Penetapan bidang Bedah Mulut yang memerlukan proses yang cukup panjang karena adanya tumpang tindih dengan bagian Bedah FK UI. Pembicaraan ini sampai ke tingkat Menteri, dimana Menteri Pendidikan Nasional sendiri langsung ikut berperan sebagai penengah. Akhirnya dengan beberapa ketentuan yang disepakati antara CHS, FK dan FKG, bidang Bedah Mulut dapat dimasukkan sebagai salah satu bidang spesialis kedokteran gigi. 

Upaya untuk pengakuan Pendidikan Spesialis Kedokteran Gigi dari Departemen Pendidikan Nasional RI dimulai dengan pembicaraan melalui CHS (Consortium Health Science) yang diketuai oleh Prof.Dr. Ma’rifin Husin,MsC; yang pada saat bersamaan sedang mengadakan pembenahan bidang spesialis di Lembaga Pendidikan Kedokteran. Penetapan lembaga pendidikan dokter gigi yang harus melaksanakan pendidikan juga memerlukan proses yang cukup panjang. Melalui beberapa kali pertemuan antara CHS dengan lembaga – lembaga pendidikan kedokteran gigi di Indonesia, telah berhasil disepakati empat Lembaga Kedokteran Gigi yang merasa sudah mampu melaksanakan pendidikan spesialis bidang kedokteran gigi. Dari hasil kesepakatan tersebut, CHS mengusulkan ke Departemen Pendidikan Nasional untuk diterbitkan dua SK mengenai tujuh pembidangan spesialis dan penunjukkan empat lembaga pendidikan sebagai pelaksana pendidikan. Dengan keluarnya dua SK tersebut, sangat beruntung karena dengan persiapan yang telah dilakukan maka FKG UI menjadi satu – satunya FKG yang dapat langsung melaksanakan pendidikan spesialis di tujuh bidang spesialis. 

Indonesia negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta tetapi Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) baru mengukuhkan 106 dokter gigi spesialis Periodonsia (IPERI 2006) dan sejak tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2014 bertambah dengan 53 (limapuluh tiga) dokter gigi spesialis. Secara nasional, Program studi resmi dibuka dengan dikeluarkannya SK DIKTI No.139/DIKTI/Kep/1984 tentang penunjukan empat pusat Program Studi yaitu : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga. Selain itu juga dikeluarkan SK DIKTI No.141/DIKTI/Kep/1984 tentang pembukaan tujuh Program Studi yaitu : Program Studi Bedah Mulut, Program Studi Penyakit Mulut, Program Studi Konservasi Gigi, Program Studi Periodonsia, Program Studi Pedodonsia, Program Studi Prostodonsia, dan Program Studi Ortodonsia. Sejak SK DIKTI No.141 tersebut dikeluarkan, pelaksanaan program studi dilaksanakan sesuai dengan kesiapan masing-masing lembaga pendidikan yang ditunjuk. Khusus untuk bidang Periodonsia, pendidikan dimulai dengan SK Rektor pada tahun 1982 di Universitas Indonesia, dengan SK DIKTI pada tahun 1984 di Universitas Indonesia, pada tahun 1993 di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga, dan pada tahun 1999 di Universitas Padjadjaran. Sampai dengan tahun 2014 ini, Program Studi Periodonsia di Indonesia telah berlangsung selama tigapuluh  satu tahun (1982 – 2014). Program Studi Periodonsia di Indonesia secara formal telah berlangsung selama  dua puluh sembilan tahun (1984 – 2014), perguruan tinggi penyelenggara sudah bertambah dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara yang membuka Program Studi Periodonsia  berdasarkan  SK DIKTI  No.153/D/O/2010, dan Program Studi Periodonsia di Universitas Hasanuddin, Makassar berdasarkan SK DIKTI No.333/E/O/2012.
 Landasan Hukum Akreditasi Program studi Periodonsia
Pengembangan akreditasi Program studi Periodonsia merujuk kepada: 
1. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

2. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kedokteran.

3. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

5. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 47 tentang Guru dan Dosen.

6. Undang – Undang RI  Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
7. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 pasal 60 dan 61 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Undang – Undang RI  Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI). 
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

12. PP 60  tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi.  

13. PP 61 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi BHMN. 
14. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 107/KKI/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia. 
15. SK DIKTI No. 146/DIKTI/Kep./2007 tentang Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI Periodonsia di Universitas Padjadjaran.
16. SK DIKTI No. 147/DIKTI/Kep./2007 tentang Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI Periodonsia di Universitas Airlangga.
17. SK DIKTI No. 152/DIKTI/Kep./2007 tentang Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI   Periodonsia di Universitas Indonesia.
18. SK DIKTI No. 153/DIKTI/Kep./2007 tentang Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI   Periodonsia di Universitas Gadjah Mada.
19. SK DIKTI No. 153/D/O/2010 tentang Pembukaan PROGRAM STUDI Periodonsia di Universitas Sumatera Utara.

20. SK DIKTI No. 333/E/O/2012 tentang Pembukaan PROGRAM STUDI Periodonsia di Universitas Hasanuddin, Makassar.

21. SK DIKTI No.141 / DIKTI / Kep./ 1984 tentang Penetapan 7 (tujuh) Program Program studi.

22. SK DIKTI No.139 / DIKTI / Kep./ 1984 tentang Penunjukan 4 (empat) Institusi Penyelenggara Program studi.
23. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi  adalah sebagai berikut:

Pasal 26
(1)Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan   pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3)
Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4)
Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28
(1)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3)
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4)
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b.
Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7)
Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29
(1)
Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pemelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2)
Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3)
Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 42
(1)
Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu Program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2)
Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3)
Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43
(1)
Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)
Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44
(1)
Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3)
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 55
(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3)
Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4)
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5)
Akreditasi Program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi  adalah sebagai berikut.
Pasal 60
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61
(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada mahasiswa dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:
Pasal 47
(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki  pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. memiliki jabatan Akademik dan profesional sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut:
Pasal 86
(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. 

Pasal 87
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :

a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan

c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a.   berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b.   memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang secara tidak langsung berkaitan, khususnya  tentang kompetensi yang harus dicapai  adalah sebagai berikut:
BAB  IV

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
Pasal 26

(2) Standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

b. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi spesialis disusun oleh  kolegium kedokteran atau kedokteran gigi
Pasal 30

(1) Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktek kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi.
1.4     Landasan Filosofis
Pendidikan spesialis adalah pendidikan formal setelah pendidikan profesi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian spesialis. Menurut Elaine Morgan: Specialist is ONE who is devoted to a particular occupation or branch of study or research. Seorang dokter gigi setelah melakukan praktik dokter gigi untuk beberapa waktu dapat mengikuti pendidikan spesialis yang diminatinya. Lama pendidikan spesialis bidang Kedokteran Gigi di Indonesia bervariasi antara 5 – 8 semester. Setelah mengikuti pendidikan spesialis, mereka akan mendapat ijasah dengan gelar Spesialis. 
Di beberapa Negara pendidikan boleh dilakukan segera setelah lulus dari Dental Schools, tetapi di banyak negara mereka harus praktik umum dahulu selama 2 – 3 tahun, sebelum mengikuti pendidikan spesialis. Karena pendidikan spesialis di Indonesia termasuk pendidikan formal maka pendidikan ini dilakukan di universitas (university-based). Kurikulum untuk masing – masing spesialis bidang Kedokteran Gigi bervariasi struktur, metoda dan lama pendidikannya, tetapi secara umum semuanya terdiri dari kombinasi antara pendidikan akademik, pendidikan profesi dan penelitian/ penyusunan karya ilmiah yang setara.

Periodonsia adalah cabang ilmu Kedokteran Gigi yang mempelajari jaringan periodonsium (gingiva, tulang alveolar, ligamen periodontal dan sementum) dalam keadaan sehat maupun patologis, serta melakukan tindakan pencegahan, perawatan dan pemeliharaannya, dalam rangka menjaga serta mengembalikan fungsi Sistem stomatognatik yang optimal. Periodonsia klinis merupakan salah satu bagian dari Periodonsia yang ruang lingkup ilmunya meliputi diagnosis dan penatalaksanaan penyakit / kelainan periodontal, terdiri dari  (1) perawatan non bedah periodontal dan medisin periodontal, (2) perawatan bedah periodontal terapi, regenerasi, rekonstruksi dan estetika, dan (3) perawatan prostetik periodontal dan  implan dental. Dalam masyarakat banyak dijumpai penyakit/kelainan periodontal yang sifatnya sangat kompleks, serta banyak tumpang tindih dalam hal gambaran dan gejala klinik antara kasus yang satu dengan lainnya. Kondisi ini menyebabkan perawatannya perlu dilakukan oleh seorang Dokter Gigi Spesialis Periodonsia konsultan dengan kemampuan yang lebih spesifik dan spesialistik, yang lebih mendalam dari pada kemampuan seorang Dokter Gigi Spesialis Periodonsia.

1.5      Landasan Sosiologis

Peran pelayanan Periodonsia kepada masyarakat :

1. Pelayanan Periodonsia oleh dokter gigi

Pelayanan Periodonsia oleh dokter gigi yang sarat dengan intervensi medis teknis dental, mencakup: perawatan periodontal darurat, penyuluhan, pencegahan dan perawatan non bedah periodontal; perawatan penunjang periodontal (penyesuaian oklusal dan splin); perawatan bedah kuretase; gingivektomi dan operasi flep pada kasus – kasus Periodontitis kronis dengan kerusakan tulang alveolar kurang dari sepertiga servikal gigi; serta pemeliharaan kesehatan jaringan periodontal untuk menjaga dan mengembalikan fungsi sistem stomatognatik yang optimal sesuai dengan tingkat kemampuan dan kewenangannya. Dokter gigi telah dilatih dan disiapkan untuk melakukan pelayanan kesehatan primer, sehingga dapat berperan serta dalam sistem kesehatan Nasional.
Peran penting lainnya dari dokter gigi adalah mengenali penyakit/kelainan Periodontal komplek spesialistik atau penyakit periodontal yang berhubungan dengan kondisi / penyakit sistemik. Dokter gigi wajib merujuk pasien dengan kebutuhan pelayanan tersebut kepada dokter gigi spesialis Periodonsia atau kepada dokter yang berwenang mendiagnosis dan merawat penyakit sistemik.
Pada fase pendidikan akademik, dilakukan simulasi penatalaksanaan penyakit/ kelainan stomatognatik sejak dini terutama skills lab mengenai komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien, dan skills lab tentang kuretase dan splinting. Mahasiswa telah diperkenalkan pendidikan keterampilan klinik sejak awal pendidikan untuk penyakit/ kelainan stomatognatik yang sarat dengan intervensi medis teknis dental untuk mencapai keterampilan motorik dokter gigi dalam bentuk praktikum.
Pada masa pendidikan profesi, dilakukan pengawasan ketat dalam melakukan diagnosis, prognosis, rencana terapi dan terapi sesuai kewenangan dokter gigi, serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pada pasien perorangan maupun masyarakat. Dokter gigi secara mandiri melakukan pelayanan pada masyarakat sesuai kewenangannya yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dan bekerja dalam tim untuk melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat terutama dalam pencegahan penyakit/kelainan periodontal.
2. Pelayanan penyakit/ kelainan Periodontal oleh dokter gigi spesialis Periodonsia.
Pelayanan penyakit/ kelainan Periodontal oleh dokter gigi spesialis Periodonsia mencakup: pemeriksaan jaringan periodontal paripurna dan perawatan periodontal spesialistik, yaitu melalui tahapan perawatan non bedah periodontal pada pasien – pasien periodontal mediko kompromis maupun pada pasien – pasien periodontal imuno kompromis, perawatan periodontal bedah terapi, regenerasi, rekonstruksi dan bedah periodontal estetika; pembuatan gigi tiruan yang berfungsi sebagai splin serta pemasangan implan dental (oseointegrasi) dan suprastrukturnya; penelitian klinis atau terapan terutama yang berkaitan dengan regenerasi jaringan dan oseointegrasi jaringan pada implan dental. Berpartisipasi dalam penelitian global yang maju pesat dalam menunjang evidence based dentistry; penelitian penyakit/ kelainan periodontal spesialistik berbasis kajian molekuler dan bio molekuler untuk menunjang evidence based dentistry. 

Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah manusia lanjut usia (lansia) akan meningkat di kawasan Asia, termasuk Indonesia yang juga diiringi dengan pertumbuhan kelas menengah. Hal ini merupakan kenyataan yang akan dihadapi oleh dokter gigi spesialis Periodonsia bahwa nantinya permintaan pelayanan yang lebih ”sofisticated” akan meningkat. Peningkatan jumlah lansia akan meningkatkan permintaan pelayanan Periodontal Medisin, bidang yang merupakan tanggungjawab dari dokter gigi spesialis Periodonsia. 
Menurut data Kolegium Periodonsia Indonesia, sampai dengan tahun 2014 jumlah dokter gigi spesialis Periodonsia sebanyak 170 orang (belum merata di seluruh daerah di Indonesia), di antaranya yang telah pensiun dari kegiatan profesi 5 orang, yang telah meninggal dunia 6 orang dan yang masih melakukan pelayanan/ praktik sebanyak 159 orang. Jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai  230 juta jiwa.
Peran Pemerintah dalam pendidikan Periodonsia :

1. Tidak Langsung (pendidikan dokter gigi spesialis Periodonsia)

Penyakit/ kelainan periodontal merupakan salah satu dari dua penyakit gigi mulut yang prevalensinya cukup tinggi di masyarakat. Tingginya prevalensi penyakit periodontal serta pola penyebarannya yang merata di dunia, telah mendorong organisasi kesehatan dunia (WHO) untuk mengumpulkan data – data kebutuhan akan pelayanan penyakit periodontal dengan menggunakan indeks ”community periodontal index for treatment needs” (CPITN). 
Indeks ini dibagi menjadi empat kategori. Tiga kategori pertama dapat ditanggulangi secara sederhana oleh dokter gigi, sedangkan kategori keempat yang merupakan kelompok penyakit periodontal hanya dapat ditanggulangi oleh dokter gigi spesialis Periodonsia. 

Di Indonesia, MOEDIMAN (DepKes) melaporkan bahwa penyakit periodontal di derita oleh 80% dari masyarakat. Dengan melihat data tersebut, pemerintah seharusnya menjadi pihak yang wajib mendukung pengembangan pendidikan dokter gigi spesialis Periodonsia, membantu dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikannya, dan ikut mengemban tanggungjawab terhadap keberlangsungan pendidikan dokter gigi spesialis Periodonsia. 
2. Langsung (beasiswa, tunjangan belajar dosen,dll)

Dalam rangka mengejar keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertambahan tenaga dokter gigi spesialis Periodonsia, sewajarnya pemerintah berpartisipasi aktif memberikan beasiswa pendidikan bidang Periodonsia sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Sejak tahun 1984 – 2006, pendidikan spesialis Periodonsia baru mengukuhkan 110 orang dokter gigi spesialis Periodonsia (106 orang masih aktif bekerja). Selama 7 tahun kemudian (tahun 2014) jumlah tersebut hanya bertambah dengan 53 orang. Jumlah yang sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta orang. 

Partisipasi aktif pemerintah dalam fasilitas biaya pendidikan/beasiswa akan sangat mendorong percepatan pertambahan jumlah dokter gigi spesialis Periodonsia, dan juga mendorong pemerataan penempatan spesialis Periodonsia di daerah – daerah yang masih belum memilliki dokter gigi spesialis Periodonsia (terutama daerah di Indonesia yang berada di luar Pulau Jawa).

Bantuan fasilitas biaya pendidikan dari pemerintah juga sewajarnya diberikan kepada dosen – dosen. Tenaga pengajar harus didukung dan difasilitasi untuk terus meng-up-grade ilmu dan keahliannya, sehingga dalam prosesnya dapat ikut meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan Periodonsia di Indonesia, sejalan dengan tuntutan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang pesat.

1.6     Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan

Pada tahun 1999 di FKG Universitas Airlangga diadakan Rapat Kerja untuk memetakan beban studi dan isi kurikulum dari empat institusi penyelenggara program studi Periodonsia, dengan rangkuman hasil: beban studi berkisar antara 48 – 57 sks dan lama pendidikan berkisar antara 5 - 6 semester. Tanggal 2 – 5 Maret 2005 di Yogyakarta diselenggarakan Rapat Kerja IPERI yang membahas mengenai Standar Profesi Spesialis Periodonsia, yang didalamnya juga mencakup standar pendidikan profesi spesialis Periodonsia. Kemudian pada tanggal 22 – 23 September 2005 di  Bandung dibicarakan mengenai penyempurnaan isi kurikulum, standar proses pendidikan dan beban studi minimal. Kemudian pada tanggal  26 – 27 Mei 2006 di Yogyakarta diselenggarakan Rapat Kerja Nasional II Kolegium Periodonsia Indonesia untuk membahas antara lain penyempurnaan standar kompetensi dan standar Pendidikan Program Studi Periodonsia yang kemudian pada tahun 2009 disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) melalui Kep KKI No.107/KKI/VIII/2009. 
Dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Selain itu ditetapkan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi dan standar pendidikan. Sebagai antisipasi terhadap hal-hal tersebut diatas perlu dilakukan evaluasi untuk menyetarakan mutu program studi melalui standar kompetensi. 
1.7      Baku Mutu Program Studi Periodonsia

Dalam kaitan menyetarakan mutu lulusan program studi di Indonesia dan untuk menyiapkan alat ukur bagi kompetensi lulusan, maka perlu disusun standar program studi berikut standar kompetensi. Pada tanggal 21 September 2007, berdasarkan SK DIKTI telah dikeluarkan pembaruan ijin penyelenggaraan program studi Periodonsia di empat institusi penyelenggara sebagai persyaratan awal untuk dapat dimulainya proses akreditasi yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga; dan ijin pembukaan penyelenggaraan Program studi Periodonsia di Universitas Sumatera Utara melalui SK DIKTI No.150/D/O/2010 dan Universitas Hasanuddin melalui SK DIKTI No.333/E/O/2012. 
Berdasarkan peraturan pemerintah, perpanjangan ijin penyelenggaraan Program studi dari universitas yang merupakan badan hukum milik negara dapat dikeluarkan berdasarkan surat keputusan rektor. Dan untuk selanjutnya, setelah ijin pembukaan program studi keluar, maka ijin penyelenggaraan program studi hanya melalui proses akreditasi.
Dalam upaya penyelenggaraan akreditasi Program Studi Periodonsia ini, Kolegium Periodonsia telah melaksanakan sejumlah Rapat Kerja Nasional sebagai suatu proses untuk mengikuti proses akreditasi dalam menanggapi permintaan BAN – PT:

1. RAKERNAS VII tanggal 30 April – 2 Mei 2011 di Jakarta.

Hasil :

· Verifikasi Dokumen Program studi Periodonsia ( EPSBED, Rekapitulasi Beban Pengajaran Tahun Akademik 2009/2010 Program Studi Periodonsia, Buku Panduan Program Studi, SK Rektor tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi 2010, SK Dekan tentang Home Based Dosen, Daftar mata ajar dan dosen pengampu, Naskah Akademik Program Studi Periodonsia, Peta Kurikulum Tahun Akademik 2009/2010 Program studi Periodonsia)

· Pembahasan Naskah Akademik dari setiap Penyelenggara Program Studi Periodonsia.

· Penyusunan BORANG Akreditasi Program Studi Periodonsia. 

· Menyusun Proposal untuk mengikuti Hibah Bersaing Komponen I HPEQ.

· Menetapkan tim Assesor (surat penetapan tim assesor no.07/Kolegium Perio/V/2011 telah dikirimkan pada BAN – PT melalui DIKTI). Nama – nama tim Assesor yang telah ditetapkan adalah :
· Prof. Dr. Sri Oktawati, drg, SpPerio

· Kwartarini Murdiastuti, drg, SpPerio(K), PhD

· Dr. Sri Lelyati C M, drg, SU, SpPerio(K)

· Dr. Chiquita Prahasanti, drg, SpPerio(K)

· Dr. Ernie Maduratna.S, drg, Mkes, SpPerio(K)

· Soetomo Nawawi, drg, DPHDent, SpPerio(K)

· S. Hamzah Daliemunthe, drg, SpPerio(K)

· A.Irene Sukardi, drg, SpPerio(K)
· Yanti Rusyanti, drg, MKes, SpPerio(K)

· Yulianti Kemal, drg, SpPerio(K)

Pada tahun 2014, Kolegium Periodonsia Indonesia menetapkan tambahan 2 orang assessor yaitu :
· Dr. Yuniarti Soeroso, drg, SpPerio(K)

· Hari Sunarto, drg, SpPerio(K)

2. RAKERNAS VIII tanggal 10 Juli 2011 di Surabaya.

Hasil :

· Menyusun BORANG Akreditasi Program Studi Periodonsia. 

· Menyusun Standar Kompeten Uji Kompetensi Spesialis Periodonsia.

· Pembahasan Soal Uji Kompetensi.

· Pembahasan Modul Spesialis Periodonsia.

3. RAKERNAS IX tanggal 30 – 31 Januari 2012 di Jakarta.

Hasil :

· Menyempurnakan dan menetapkan perangkat instrumen Akreditasi Program Studi Periodonsia, yang terdiri dari :  

BUKU I 

– NASKAH AKADEMIK

BUKU II 

– STANDAR DAN PROSEDUR

BUKU III A
 
– BORANG PROGRAM STUDI PERIODONSIA

BUKU IV 

– PANDUAN PENGISIAN BORANG

BUKU VI 

– PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI

BUKU VII 

– PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN

BUKU ED 

– PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI 




   PROGRAM STUDI PERIODONSIA

4. RAKERNAS XIII tanggal 18 November 2014 di Yogyakarta.

Hasil : Membuat Borang Akreditasi Program Studi Periodonsia yang merujuk pada borang generik BAN PT 2014.

Kolegium Periodonsia telah melakukan akreditasi internal terhadap 6 (enam)  Penyelenggara Program Studi Periodonsia, yaitu : 

1. Program Studi Periodonsia Universitas Indonesia, Jakarta.

2. Program Studi Periodonsia Universitas Padjadjaran, Bandung.

3. Program Studi Periodonsia Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

4. Program Studi Periodonsia Universitas Airlangga, Surabaya.

5. Program Studi Periodonsia Universitas Sumatera Utara.

6. Program Studi Periodonsia Universitas Hasanuddin, Makassar.

Diharapkan perangkat instrumen akreditasi Program Studi Periodonsia ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu Program Studi Periodonsia di seluruh Indonesia.

II.  KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI dan 

KURUN WAKTU PENYELESAIAN PROGRAM STUDI PERIODONSIA
Spesialisasi dalam Pendidikan Kedokteran/ Kedokteran Gigi adalah suatu sistem pendidikan klinis lanjut yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran/ Kedokteran Gigi di suatu Universitas Negeri yang telah berdiri dengan tujuan menambah kompetensi yang bersifat khusus kepada peserta pendidikan berprofesi dokter/ dokter gigi. Kontrol terhadap jalannya program pendidikan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran/ Kedokteran Gigi terkait dan Kolegium ilmu terkait. Kolegium ilmu terkait juga berkewajiban menyelenggarakan ujian akhir sebagai uji kompetensi demi mendapatkan standar mutu lulusan yang setara dengan standar mutu nasional.
Hakekat program studi adalah pendidikan profesional, yang berlandaskan kompetensi akademik tingkat lanjut. Program pendidikannya mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh ilmu pengetahuan kedokteran gigi dan ketrampilan spesialistik tertentu, sekaligus sikap sebagai seorang dokter gigi yang profesional. Program Studi juga mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ketiga unsur ini dalam pelaksanaannya saling terkait dan sulit dipisahkan satu sama lain.
2.1 
Karakteristik Program studi Periodonsia
Program Studi Periodosia sebagai bagian dari pendidikan pasca profesi dokter gigi adalah pendidikan akademik dan profesional, yang memiliki delapan karakteristik utama, yaitu bahwa Program Studi Periodonsia merupakan pendidikan lanjut (advanced), terfokus (concentrated), bersifat cendekia (scholarly) (LaPidus, 1989), terampil (capable), orientasi penelitian klinik untuk kepentingan pengembangan profesi Periodonsia, penerapan profesionalisme kerja, orientasi pelayanan masyarakat, dan sebagai profesional di bidang Periodonsia yang bersinergi mentransformasikan pendidikan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dalam dunia yang saling ketergantungan (Frenk et al., 2010). Kedelapan karakteristik utama tersebut didukung oleh unsur-unsur kontekstual pendidikan yang  sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program  pendidikan ini mahasiswa berpeluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kematangan intelektual dan ketrampilan  mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir mereka. 
1.  Sifat Lanjut (advanced)
Sifat “lanjut” mengandung arti bahwa Program Studi Periodonsia dibangun di atas landasan pendidikan profesi dokter gigi. Sifat lanjut bagi mahasiswa adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya dan penguasaan subyek klinik (clinical subject matter) yang ditekuninya secara lebih luas dan mendalam. Sifat lanjut Program Studi Periodonsia ditampilkan pada susunan kurikulum. Di samping itu, sifat lanjut Program Studi Periodonsia tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada mahasiswa dan dosen. Untuk mengikuti Program Studi Periodonsia, mahasiswa dit
untut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program profesi dokter gigi), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik, yang dapat  diperlihatkan dalam bentuk IPK pada jenjang pendidikan Akademik dan profesional dokter gigi. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (advanced degree); pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (peer review contributor); serta kegiatan profesional dalam bidangnya. 

2.  Sifat Terfokus (concentrated)
Program Studi Periodonsia terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan dan keterampilan klinik spesialistik (a discrete body of knowledge and clinical ability) yang difasilitasi oleh dosen sebagai pakar dalam berbagai faset dari suatu bidang atau cabang ilmu pengetahuan dan keterampilan klinik tingkat lanjut terkait, dilengkapi dengan penelitian terfokus. Mahasiswa mengembangkan keahlian khusus setelah menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang menyeluruh dalam bidang Periodonsia. Program Studi Periodonsia bersifat akademik dan profesional yang berfokus pada pendalaman bidang spesialistik Periodonsia.
3.  Sifat Cendekia (scholarly)
Sifat cendekia (scholarly)
 memiliki arti bahwa Program Studi Periodonsia didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dan terkini. Hal tersebut dicapai atas dasar pengakuan pakar melalui pengujian dan validasi sesuai dengan prosedur yang secara umum telah disepakati. Program Studi Periodonsia tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu ditemukan dan diterapkan. Penyelesaian Program Studi Periodonsia mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif dalam bentuk ujian komprehensif dan tesis.

5. Sifat Terampil (capable)
Sifat terampil (capable) pada Program Studi Periodonsia mensyaratkan bahwa kemampuan untuk  melakukan terapi periodontal merupakan hal yang selalu dikembangkan secara terus menerus. Berdasarkan hal tersebut dalam konteks ini, maka pasien akan diposisikan sebagai sumber kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang Periodonsia. Disamping itu sifat capable ini juga diperlihatkan dalam klinik, yaitu bagaimana seorang spesialis Periodonsia mampu melakukan pendekatan serta memberikan motivasi kepada pasien untuk menempuh perawatan  dengan penuh percaya diri serta tanggung jawab sesuai dengan standar kompetensi.

5.  Orientasi Penelitian Klinik (clinical research oriented)
Orientasi penelitian klinik dipersyaratkan guna pengembangan baik ilmu maupun keterampilan klinik Periodonsia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pencapaian hal ini perlu diperkuat melalui program penelitian jangka pendek dan jangka panjang secara konsisten dan berlanjut, serta melaksanakannya secara berkesinambungan dengan mengikutsertakan mahasiswa sesuai dengan tingkat kesulitan masalah yang diteliti. Penelitian dimaksud akan memberikan kontribusi yang lebih bermakna bagi masyarakat, yang terkait dan mendukung kegiatan klinik.

6.  Pengembangan Profesionalisme
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibangun melalui Program Studi Periodonsia menjadi manfaat saat diterapkan di lingkungan masyarakat (pelayanan klinik dan komunitas). Aktivitas di masyarakat mempersyaratkan penguasaan yang cukup akan aspek-aspek sosiokultural, komunikasi efektif, etik dan hukum. Penguasaan di atas memberikan perlindungan baik bagi pelaku maupun penerima pelayanan kesehatan.
            7. Orientasi Pelayanan Masyarakat

Orientasi pelayanan masyarakat ini merupakan salah satu wujud pengabdian dosen dan mahasiswa dalam upaya penanggulangan jenis-jenis penyakit periodontal yang mempunyai kecenderungan prevalensi tinggi. Pengabdian pada masyarakat pada umumnya dikelola secara terpadu oleh fakultas. Kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan penelitian dan dapat dilaksanakan dengan bidang ilmu yang lain.
8. Profesional di Bidang Periodonsia yang Mentransformasikan Pendidikan untuk Memperkuat Sistem Pelayanan Kesehatan dalam Dunia yang saling Ketergantungan
Karateristik ini mengandung arti bahwa para profesional di bidang kesehatan, khususnya di bidang Periodonsia di seluruh dunia harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan serta berbuat sesuatu pada keadaan yang dianggap kritis dan yang berhubungan dengan masalah etika; sehingga  mereka kompeten untuk berpartisipasi dan bersinergi dalam menangani pasien dan populasi pada sistem pusat kesehatan sebagai anggota masyarakat dunia untuk menanggulangi masalah setempat atau lokal dan yang berhubungan dengan sistem global. 

Kedelapan unsur tersebut di atas menjadikan dosen dan mahasiswa sebagai unsur-unsur konstekstual suatu masyarakat ilmiah. Di dalam masyarakat ini, interaksi dalam proses pemelajaran melalui SCL (student centered learning) menuntut terjadinya interaksi yang kuat antar dosen, antara dosen dan mahasiswa, dan antar mahasiswa, baik secara terstruktur maupun dalam suasana informal yang merupakan wahana bagi peningkatan suasana ilmiah dan penemuan baru maupun sebagai proses induksi ke dalam sistem sosial masyarakat profesi (Gullahorn et al., 1998). 

Pengalaman belajar kumulatif yang diperoleh dalam Program Studi Periodonsia melatih mahasiswa untuk berpikir secara jernih dan kritis; menjelajah (eProgram study explore), bertanya, menganalisis dan mensintesis subyek studi yang mereka tekuni; menemukan, menyusun konsep, dan menciptakan kontribusi baru; menantang, mempertahankan dan mendebat serta menjelaskan, mengklarifikasi, dan menyebarkan temuan baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis; memahami dan mengikuti etika dalam bidangnya (Gullahorn et al., 1998). 

Program Studi Periodonsia harus menciptakan iklim kolegial, intelektual dan keterbukaan di mana interaksi antara orang-orang yang berbeda pandangan merupakan unsur mendasar dalam pemelajaran. Mahasiswa harus belajar untuk mengajukan pertanyaan mengenai apa yang di pelajari secara mendalam dan kritis. Mereka harus memelihara standar pembuktian yang tinggi, dan mereka bersedia dan berhasrat besar untuk menguji pendapatnya di dalam forum sejawat dan teman sekelas pada umumnya. Dengan cara ini, mahasiswa mengasah keterampilannya, belajar terlibat dan berkontribusi dalam diskusi yang berlangsung terus menerus yang menetapkan konsensus mutakhir.

2.2      Kualifikasi Program Studi Periodonsia 
1. Persyaratan Utama 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Program Studi Periodonsia yang merupakan bagian dari pendidikan pasca profesi dokter gigi adalah pendidikan akademik dan profesional yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan  dan keterampilan klinik spesialistik Periodonsia. 
Sesuai dengan Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Pasal 5 poin (j), Lulusan Program Studi Periodonsia setara dengan level 8 – 9 dalam penyetaraan jenjang kualifikasi tersebut, maka Program Studi Periodonsia diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa (Kepmendiknas No. 232/U/2000).  
Beban Program Studi Periodonsia sekurang-kurangnya 55 SKS dan sebanyak-banyaknya 60 SKS, yang ditempuh sekurang-kurangnya 5 semester dan selama-lamanya 8 semester. Beban dan waktu tempuh tersebut untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Adapun kompetensi standar yang merupakan kewenangan dokter gigi spesialis Periodonsia adalah :
A. Kompetensi Dasar 

1. Pemeriksaan jaringan Periodontal.

2. Menetapkan diagnosis/ prognosis komprehensif rencana terapi dan diagnosis banding.

3. Perawatan Xradang gusi dan terapiX darurat periodontal.

4. Kontrol plak gigi dan pendidikan kesehatan gigi dan mulut.

5. Skeling kelas 1 supra gingiva.

6. Skeling kelas 2 dan penghalusan akar.

7. Skeling kelas 3 dan penghalusan akar.

8. Perawatan dentin hipersensitif.

9. Penyesuaian oklusi/ kronoplasti.

10. Splinting: wire, komposit, bruxism, fiber+komposit, splinting cekat dengan bracket, splin intra koronal, dan kontrol splin.
XPerbaikan anatomi gigi komposit resin.X
11. Perbaikan titik kontak dengan restorasi ..

          XKontrol splinting.X
12. Perawatan periodontal dengan cara pergeseran gigi.X
13. Terapi pemeliharaan/ kontrol berkala untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan jaringan periodontal.

14. Kuretase gingiva.
15. XMencetak studi model dan X Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi.

B.  Kompetensi Lanjut 

1. Operasi flep .perawatan poket.

XOperasi flep dan cangkok tulangX.

XReposisi flep lateral.X
2. Gingivoplasti/ gingivektomi/ Xkasus kelainan periodontalX operkulektomi /crown lengthening
3. Reposisi flep koronal.
4. Frenektomi Xkasus gingiva dengan kelainan/penyakit periodontalX  
5. Vestibuloplasti.

XCangkok tulang untuk implan dengan estetikaX.
6. Augmentasi gingiva dengan cangkok gingiva/ jaringan ikat.
7. Operasi flap disertai terapi regenerasi jaringan terarah (GTR) dan cangkok tulang/ kombinasi Xteknik regenerasiX.

8. Biopsi periodontal.
9. Gigi tiruan sebagian kerangka logam (GTSKL) yang berfungsi sebagai splinting.

10. Implan dental dan supra strukturnya (mahkota tiruan).

11. Pemeliharaan implan dental.

12. Kerjasama tim dalam perawatan kasus perio – endo, kasus perio – orto, kasus perio – gnatologi dan kasus tim periodontal medisin.

13. Melakukan pengabdian masyarakat secara berkala melalui tindakan pengumpulan data mengenai pola penyebaran penyakit/ kelainan periodontal pada masyarakat, merencanakan tindakan pencegahan serta melakukan pelayanan pencegahan penyebaran penyakit/ kelainan periodontal di masyarakat.
2. Tesis dan Penelitian

Persyaratan akhir penyelesaian Program Studi Periodonsia adalah penulisan tesis yang dihasilkan dari penelitian. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian yang berbasis pembuktian (evidence based)  penerapan IPTEK dalam konteks klinik.
Seiring dengan penataan kembali pendidikan program pasca profesi dokter gigi ke arah penekanan pendidikan untuk menyiapkan praktisi dalam berbagai bidang karir, maka penelitian terapan (penerapan hasil penelitian dasar dan IPTEK) dilakukan pada Program Studi Periodonsia. Kecenderungan di banyak negara berkenaan dengan penyiapan lulusan untuk memasuki lapangan kerja tertentu, mengisyaratkan bahwa jenis penelitian terapan akan menjadi pilihan sebagian besar mahasiswa Program Studi Periodonsia. 
3. Masalah Orisinalitas, Kemandirian (Independence) dan Kebermaknaan

Dalam pengertian umum penelitian orisinil (original) berarti bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya atau penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun tesis tidak boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau pencontekan penelitian lain (plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat diambil dari peneliti lain. Pembimbing, penasehat atau dosen lainnya harus mendorong mahasiswa untuk mencari atau menjajagi topik penelitian dengan asumsi bahwa mahasiswa sendiri akan secara mandiri mengembangkan tesisnya. Mahasiswa harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian mahasiswa, dan dapat  digolongkan sebagai  karya orisinil. 

2.3      Kurun Waktu Pendidikan 
Kurun waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis sesuai dengan waktu yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikannya. Sesuai dengan ketetapan dari Kolegium Periodonsia Indonesia, lama pendidikan dari Program Studi Periodonsia sekurang – kurangnya 5 semester dan selama – lamanya 8 semester, yang berdasarkan pada penyelesaian tesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis. Waktu penyelesaian studi pada Program studi juga sangat terkait dengan berbagai faktor, termasuk diantaranya adalah sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur serta petunjuk pelaksanaan pendidikan. Secara umum, hal ini terkait erat dengan praktik penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi (CGS, 1997, Phillips&Pugh, 2000). 

Hambatan bagi penyelesaian studi pada Program Studi Periodonsia dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan mahasiswa (student-related problems), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (project-related problems). 
III. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI 
PROGRAM STUDI PERIODONSIA INDONESIA
Akreditasi Program Studi Periodonsia adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi Periodonsia terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademik dan professional. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Periodonsia dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program studi Periodonsia. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi Periodonsia yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi Periodonsia.

BAN-PT dan Kolegium Periodonsia Indonesia adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi Periodonsia berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi Periodonsia adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi Periodonsia yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Kolegium dan BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi Periodonsia yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.

2. Mendorong program studi Periodonsia untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi

3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi Periodonsia merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi Periodonsia yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (dokter spesialis dan dokter gigi spesialis), sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. 
Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan standar kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Indonesia. 

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi Periodonsia merupakan tanggung jawab program studi Periodonsia dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, program studi Periodonsia dan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan program studi Periodonsia, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan program studi Periodonsia telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan program studi Periodonsia telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasi visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi Periodonsia. 

IV. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI 
PROGRAM STUDI PERIODONSIA INDONESIA
Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi Program Studi Periodonsia terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, Program Studi Periodonsia yang diakreditasi, dan Kolegium serta BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) standar akreditasi Program Studi Periodonsia yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  Program Studi Periodonsia.; (2) prosedur akreditasi  Program Studi Periodonsia yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi  Program Studi Periodonsia; (3) instrumen akreditasi  Program Studi Periodonsia yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu  Program Studi Periodonsia, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) kode etik akreditasi  Program Studi Periodonsia yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi  Program Studi Periodonsia.
Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Periodonsia; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi Periodonsia dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

4.1      Standar Akreditasi dan Kompetensi Program Studi Periodonsia
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh  Program Studi Periodonsia. Standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi Periodonsia, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi Periodonsia, (3) penetapan kelayakan Program Studi Periodonsia untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu  Program Studi Periodonsia.   

Standar akreditasi  Program Studi Periodonsia mencakup standar tentang komitmen Program Studi Periodonsia terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas Program Studi Periodonsia (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu: 

Standar 1.    Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian 

Standar 2.    Tata pamong,  kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3.     Mahasiswa dan lulusan 

Standar 4.     Sumber daya manusia 

Standar 5.     Kurikulum, pemelajaran, serta suasana akademik dan profesional 
Standar 6.     Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7.     Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Asesmen kinerja Program Studi Periodonsia didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Periodonsia yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan Program Studi Periodonsia dari pejabat yang berwenang; memiliki  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau  rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Periodonsia; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Program Studi Periodonsia, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut:
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Program Studi Periodonsia untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik dan profesional wajar. 

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude). 

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari Program Studi Periodonsia dan perguruan tinggi yang terkait.
Program Studi Periodonsia memiliki VISI untuk melahirkan Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang berwawasan global, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan berakhlak mulia. Visi tersebut dijabarkan dalam MISI sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemampuan spesialistik.

b. Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan klinis melalui berbagai sumber belajar ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi.
c. Mengembangkan ketrampilan manajerial dan interpersonal secara mandiri sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Visi dan Misi tersebut dirumuskan untuk dapat mencapai Tujuan Program Studi  Periodonsia, yaitu :

1. Mengembangkan sikap pribadi dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan etika ilmu, etika profesi, hukum kesehatan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Mengembangkan kepekaan terhadap masalah penyakit/ kelainan periodontal yang dihadapi masyarakat khususnya di bidang pencegahan, dan perawatan periodontal pada lansia.
3. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam di bidang periodonsia dan bidang-bidang lain yang terkait.

4. Menerapkan konsep paradigma sehat secara holistik dalam melakukan perawatan penyakit/ kelainan periodontal spesialistik.

5. Memiliki ketrampilan untuk mengelola penyakit/ kelainan periodontal spesialistik dengan pendekatan kedokteran gigi berbasis bukti (evidence based dentistry).

6. Mampu meningkatkan kerjasama dalam tim keahlian untuk melaksanakan pelayanan kesehatan.

7. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bekerja sebagai spesialis periodonsia dengan jujur, penuh tanggungjawab untuk kepentingan masyarakat.

8. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan secara mandiri untuk mengembangkan ilmu dan ketrampilannya.

Standar 2: Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu Program Studi Periodonsia sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan Program Studi Periodonsia dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan Program Studi Periodonsia dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik  dan profesional. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara Program Studi Periodonsia dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. 

Sistem  pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang.  Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi Program Studi Periodonsia.  
Termasuk didalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu Program Studi Periodonsia adalah proses penetapan dan pemenuhan  standar mutu pengelolaan Program Studi Periodonsia secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu Program Studi Periodonsia  pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan. Dilakukan secara berkala meliputi monitoring proses, menilai kemajuan proses pendidikan serta fasilitas yang tersedia, oleh Unit Pengendali Mutu Akademik (UPMA) tingkat Fakultas dan Universitas bersama dengan Kolegium Periodonsia Indonesia.

Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (stakeholders satisfaction). 
Standar 3: Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program Studi Periodonsia harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  Di dalam standar ini Program Studi Periodonsia  ini harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan tahap akademik dan tahap profesional (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan  mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya Program Studi Periodonsia memperlakukan  dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya Program Studi Periodonsia untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik dan profesional/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh pendidikan di Program Studi Periodonsia, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesional yang bermutu tinggi di Program Studi Periodonsia. Mahasiswa membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.
Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh Program Studi Periodonsia. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Program Studi Periodonsia, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik dan profesional, hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesinya. Program Studi Periodonsia yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi Program Studi Periodonsia yang terkait. 
Berdasarkan Standar Pendidikan yang telah ditetapkan Kolegium Periodonsia Indonesia, mahasiswa dan lulusan diatur sebagai berikut:
1. Kriteria Mahasiswa.
Kriteria peserta program studi sebagai input pendidikan ditentukan oleh institusi penyelenggara pendidikan yang mencakup standar dan kriteria calon mahasiswa. Kriteria ini selanjutnya merupakan salah satu persyaratan seleksi masuk para calon mahasiswa.
2. Tata Cara Penerimaan.
Institusi program studi harus menyusun dan menetapkan sistem rekrutmen calon mahasiswa. Tata cara menjaring calon mahasiswa ini harus sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh masing-masing Universitas dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Sistem penerimaan mahasiswa harus ditetapkan secara jelas, transparan dan obyektif menurut metode yang baku sehingga penerimaan mahasiswa dapat berlangsung secara adil. Proses seleksi perlu mempertimbangkan potensi dan kemampuan yang spesifik yang dimiliki calon mahasiswa sesuai dengan prasyarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu terkait agar pendidikan dapat diharapkan berjalan lancar. Seleksi penerimaan mahasiswa mencakup seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik calon mahasiswa.
3. Kapasitas Penerimaan.
Jumlah mahasiswa yang dapat diterima disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di masing-masing institusi penyelenggara, termasuk daya tampung yang dimiliki rumah sakit pendidikan dan jumlah dosen sehingga terjamin kelangsungan program pendidikan yang berkualitas. 
4. Bimbingan Akademik.
Penyelenggara pendidikan menunjuk pembimbing yang sekaligus berperan sebagai konselor untuk dapat membantu memecahkan masalah-masalah mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik. 
5. Tata Cara Pemberhentian.
Pemberhentian mahasiswa program studi Periodonsia dilakukan bila melanggar etika dan disiplin serta secara psikologis dan klinis dianggap tidak mampu melanjutkan kegiatan pendidikan.
     Kualifikasi untuk pemberhentian mahasiswa :

· Atas permintaan sendiri atau atas permintaan instansi yang mengirim.
· Diberhentikan oleh pengelola program program studi dengan alasan yang bersifat administratif / akademik.
· Meninggal dunia

Standar 4: Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya Program Studi Periodonsia memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan dan menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia Program Studi Periodonsia  adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridarma perguruan tinggi. 
Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mengakuisisi, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Kualitas dan kuantitas dosen penting, dengan memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa adalah 1:5. Kekurangan rasio ini dapat diatasi dengan mengangkat dosen tidak tetap, dosen tamu, guru besar tamu yang akan mendukung tercapainya mutu penyelenggaraan akademik dan profesional Program Studi Periodonsia.
Program Studi Periodonsia merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk  mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Studi Periodonsia menjalin kerjasama dengan Program Studi Periodonsia  dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen yang sangat dibutuhkan. 
Sumber Daya Manusia dalam Program Studi Periodonsia yang telah diatur dalam Standar Pendidikan adalah sebagai berikut : 
1. Manajemen Proses Pendidikan

a. Program Studi Periodonsia secara struktural berada di bawah naungan Perguruan Tinggi.

b. Struktur penyelenggara Program Studi Periodonsia, menjadi bagian dari Fakultas penyelenggara, dan wewenang, tanggung jawab, pengendalian, pengambilan keputusan serta pengawasannya berada dalam satu koordinasi dengan manajemen proses pendidikan strata yang lain di Fakultas.

c. Organisasi Pelaksana Program Studi Periodonsia dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, dan mendapat kewenangan untuk mengatur kegiatan, menyusun perencanaan, menerapkannya serta menilai proses pelaksanaannya dan melakukan inovasi baru sesuai kebutuhan.

d. Program Studi Periodonsia harus diakreditasi secara internal oleh Kolegium Periodonsia Indonesia dan secara eksternal oleh Badan Akreditasi yang berwenang.

e. Program Studi Periodonsia sedikitnya memiliki minimal fasilitas/sarana pendidikan  meliputi :

· Fasilitas/sarana pendidikan seperti ruang diskusi, seminar, perpustakaan, perlengkapan pendidikan, laboratorium, dll.

· Fasilitas praktik pelayanan penyakit periodontal di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Utama, Afiliasi dan Satelit.
· Jumlah minimal pasien serta variasi kasus yang dapat memenuhi beban kredit sekurang-kurangnya sebesar 50% dari total kredit yang diharuskan.

· Adanya suasana akademik yang baik, yang mampu mendukung mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam proses pemelajaran, seperti kegiatan tutorial, diskusi kelompok, diskusi kasus, seminar ilmiah, laporan kasus, presentasi jurnal, bimbingan ilmiah, dll.

2. Dosen
Dosen atau Staf Pengajar ialah mereka yang karena keahliannya atau kemampuannya diberi wewenang untuk membimbing, mendidik  dan menilai mahasiswa program studi. Dosen atau Staf Pengajar Program Studi Periodonsia terdiri dari tiga golongan, yaitu :

a. Instruktur, adalah mereka yang karena keahliannya diberi wewenang untuk: 

· Mengawasi dan membimbing mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan spesialisasi di bidang periodonsia.

· Menilai kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan teori dan ketrampilan spesialisasi di bidang periodonsia.
Kualifikasi Instruktur :

· Spesialis  Periodonsia.
· Mempunyai pengalaman kerja tiga tahun sebagai spesialis periodonsia.

· Mampu membimbing dan mengawasi mahasiswa yang sedang meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya di Program studi Periodonsia.

b. Pendidik, adalah mereka yang karena keahliannya diberikan wewenang untuk:

· Memberikan kuliah/mengajar.

· Memimpin diskusi.

· Memimpin praktikum.
· Memimpin seminar.

· Menilai kemampuan mahasiswa dalam hal ilmu pengetahuan teori dan ketrampilan.

· Membantu memberikan pengarahan dan nasihat kepada mahasiswa dalam penelitian.

· Menguji mahasiswa.
Kualifikasi Pendidik :
· Spesialis Periodonsia Konsultan.
· Berpengalaman mengajar sekurang-kurangnyal tiga tahun setelah berprofesi Spesialis Periodonsia/ Spesialis Periodonsia Konsultan dan minimal jabatan fungsional Lektor.
· Mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun.
· Aktif dalam kegiatan ilmiah.
c. Pembimbing penelitian
terdiri dari seorang pembimbing utama dan seorang pembimbing pembantu, yang mempunyai wewenang untuk:
· Membimbing mahasiswa dalam penelitian dan penulisan makalah/laporan penelitian.
· Melakukan evaluasi pelaksanakan penelitian dan laporan penelitian.
· Melaksanakan evaluasi akhir hasil penelitian mahasiswa.

Kualifikasi Pembimbing Penelitian :
· Berprofesi sebagai Spesialisasi Periodonsia Konsultan dan atau bidang yang sesuai dengan materi penelitiannya.
· Berpengalaman dalam bidang spesialisasi periodonsia minimal tiga tahun setelah pendidikannya.
· Mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun.
· Berpengalaman dan mampu membimbing penelitian dan penulisan ilmiah/laporan penelitian.
· Menguasai materi yang menjadi topik penelitian.
Sebagai pembimbing utama harus mempunyai syarat tambahan selain yang disebut di atas:
· Jabatan Lektor Kepala bagi yang berpendidikan spesialis periodonsia.
· Jabatan minimal Lektor bagi spesialis periodonsia yang bergelar Doktor.

3.   Staf Administrasi dan Penunjang Akademik

Jumlah dan kualifikasi tenaga penunjang akademik / karyawan harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang diperlukan. Untuk memperoleh tenaga penunjang akademik / karyawan yang sesuai kebutuhan perlu ditetapkan kualifikasi, tugas, tanggungjawab, sistem rekrutmen dan pemberhentian, serta pengembangan kariernya. 
Standar 5: Kurikulum, pemelajaran, serta suasana akademik dan profesional
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pemelajaran di Program Studi Periodonsia. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pemelajaran mahasiswa sebagai rujukan Program Studi Periodonsia tahap akademik dan tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Program Studi Periodonsia. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu Program Studi Periodonsia dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi Program Studi Periodonsia. Meskipun terdapat variasi sesuai dengan kebutuhan  masing-masing Program Studi Periodonsia, maka Program Studi Periodonsia harus menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.
Pemelajaran ditingkat klinik adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan skill-lab, praktik, diskusi, laporan kasus,  pelatihan, seminar, pengabdian masyarakat dan tugas-tugas pemelajaran yang menyangkut terapi periodontal spesialistik. Pelaksanaan pemelajaran sesuai Standard Operational Procedure (SOP). Pendekatan pemelajaran kognitif yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pemelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok dengan memanfaatkan teknolgi terkini seperti e-learning. 
Program studi Periodonsia merupakan kelanjutan dari pendidikan profesi dokter gigi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme yang lebih tinggi dalam disiplin ilmu periodonsia. Lulusan program studi Periodonsia harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dan masyarakat. Unsur utama dari pendidikan adalah kurikulum. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa kurikulum merupakan dasar penyelenggaraan program studi yang disusun oleh masing-masing kolegium bekerjasama dengan institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Program studi adalah rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum (SK Mendiknas no. 234/ U/ 2000). Kurikulum menggambarkan rencana kegiatan yang menyeluruh dari proses pendidikan, dari mulai mahasiswa diterima dalam pendidikan, proses pendidikan, sampai mahasiswa menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus (input – proses – output). 

Kurikulum program studi periodonsia meliputi ilmu kedokteran dasar lanjut yang relevan, ilmu kedokteran klinik yang relevan, ilmu kedokteran gigi klinik lanjut/ spesialistik dan ilmu sosial budaya yang relevan, yang mampu membangun kompetensi dalam lingkup tiga domain yang harus dicapai yaitu profesionalisme, kemampuan akademik lanjut dan keahlian klinik spesialistik. Program studi bidang Ilmu Periodonsia mempunyai beban studi minimal 55 sks, yang ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 5 semester dan selama-lamanya 8 semester, yang  terdiri dari :

1. Profesionalisme : 9  sks    

· Etika Kedokteran Gigi, Hukum Kesehatan dan Peraturan – Peraturan yang berlaku di Indonesia.
· Komunikasi.
· Berpikir Kritis dan Manajemen Informasi.
· Pengembangan Profesi.
2. Kemampuan Akademik Lanjut : 19 sks    

-  
Pemahaman Prinsip Biomedik Dasar dan Ilmu Kedokteran Gigi Dasar pada kondisi  klinis.
- 
Pemahaman prinsip ilmu Kedokteran Klinik yang relevan sebagai dasar pertimbangan dalam perawatan kasus periodontal spesialistik.
-
Pemahaman prinsip ilmu Kedokteran Gigi Klinik yang relevan sebagai dasar pertimbangan dalam perawatan kasus periodontal spesialistik.

-  
Alih IPTEK bidang Periodonsia Spesialistik.   
3. Keahlian Klinik Spesialistik : 27 sks 

- 
Menerapkan Konsep Paradigma Sehat secara Holistik dan Pendekatan Kedokteran Gigi Berbasis Bukti dalam menetapkan diagnosis dan diagnosis banding.

- 
Menerapkan Konsep Paradigma Sehat secara Holistik dan Pendekatan Kedokteran Gigi Berbasis Bukti dalam merencanakan terapi yang rasional sesuai kasus.

- 
Menerapkan Konsep Paradigma Sehat secara Holistik dan Pendekatan Kedokteran Gigi Berbasis Bukti dalam penatalaksanaan kasus periodontal spesialistik, yang meliputi tindakan non bedah periodontal dan medisin periodontal; tindakan bedah periodontal, terapi, regenerasi, rekonstruksi dan estetika; dan prostetik periodontal serta implan dental.
Kompetensi Lulusan

Lulusan program studi Periodonsia harus memiliki kompetensi minimal sama dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kompetensi ini tercantum dalam masing-masing kurikulum disiplin ilmu. Rincian kompetensi ini harus ditetapkan dulu oleh Kolegium Periodonsia Indonesia, yang mencakup domain, kompetensi utama dan kompetensi penunjang. Dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan di atas harus menghasilkan lulusan dokter gigi spesialis yang :

1. Bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan kedokteran gigi spesialistik.

2. Bersikap dan berperilaku luhur, jujur dan menjunjung tinggi etika serta norma-norma hukum.

3. Mampu mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dengan memanfaatkan sumber-sumber pemelajaran yang sesuai dengan kemajuan IPTEK mutakhir.

4. Mampu mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
Sasaran Pemelajaran

Selanjutnya kompetensi penunjang yang telah disusun akan diuraikan menjadi kemampuan dasar (foundational abilities) oleh masing-masing institusi pendidikan dan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh Dokter Gigi Spesialis apabila yang bersangkutan melakukan praktik. Kemampuan dasar ini selanjutnya akan menjadi sasaran pemelajaran dari program.  Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Indonesia, kompetensi utama, kompetensi penunjang dan kemampuan dasar yang harus dimiliki dijabarkan sebagai berikut:

Domain I.

Profesionalisme

Mampu melakukan praktik sebagai dokter gigi spesialis periodonsia secara profesional dalam memberikan pelayanan, serta bertanggungjawab, menghargai kesejawatan, menjunjung tinggi etika dan hukum.

Kompetensi Utama : 

1. Etika Kedokteran Gigi, Hukum Kesehatan dan Peraturan-Peraturan yg berlaku di Indonesia.
Melakukan pelayanan di bidang periodonsia sesuai dengan kode etik kedokteran gigi dan prinsip-prinsip hukum kesehatan.

Kompetensi Penunjang :

1. Memahami perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan pelayanan praktik kedokteran gigi. 

Kemampuan Dasar :

1.1 Memahami Undang – Undang Republik Indonesia No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

1.2 Memahami peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.1 tahun 2005. 

1.3 Memahami Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1419 tahun 2005. 

2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia dan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan profesi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia. 

Kemampuan Dasar :

2.1 Melakukan pelayanan medik kedokteran gigi di bidang periodonsia meliputi aktivitas diagnosis (klinik, laboratoris, penunjang, dll); intervensi (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai dengan kewenangannya.

2.2 Melakukan tindakan pelayanan medik kedokteran gigi bidang periodonsia secara adekuat, efisien dan memuaskan pasien. 

3. Mengidentifikasi keterbatasan kemampuan dan merujuk secara tepat kepada ahli yang lebih mampu. 

Kemampuan Dasar :

3.1 Melakukan rujukan kepada yang lebih ahli dengan sarana yang lebih lengkap.   

3.2 Melakukan rujukan kepada unit kesehatan yang sarananya lebih lengkap.   

4. Memenuhi hak – hak pasien dalam melakukan pelayanan medis periodontal spesialistik.   

Kemampuan Dasar :

4.1 Memahami hak pasien sebagai hak - hak pribadi yang dimiliki pasien sebagai manusia. 

4.2 Memotivasi dan meminta pasien melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kesehatan gigi mulut untuk menjaga kesehatan tubuh. 

2.
Komunikasi Efektif

Melakukan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab pada pasien,  pendamping pasien,  keluarga, masyarakat, teman sejawat dan rekan profesi kesehatan lain.

Kompetensi Penunjang :

1. Melakukan komunikasi interpersonal secara adekuat, efisien dan memuaskan pasien.          

Kemampuan Dasar :

1.1 Berkomunikasi dengan efektif pada pasien anak sampai lansia, keluarga dan masyarakat. 

1.2 Bersikap empati pada pasien anak sampai lansia mengenai masalah kesehatan periodontal.

1.3 Menghargai pasien dengan perbedaan sosial, ekonomi, budaya dan agama. 

1.4 Mengutamakan dialog yang terbuka dan jujur dengan pasien untuk menghindari ketidaksepahaman. 

1.5 Meningkatkan kesadaran pasien akan kebutuhan perawatan bidang periodonsia.

2. Melakukan komunikasi dengan sejawat seprofesi maupun dari profesi kesehatan lain tentang hal yang berkaitan dengan pasien, masyarakat atau yang relevan dengan ilmu peridonsia.

Kemampuan Dasar :

2.1 Memahami manfaat pendekatan multi disiplin, inter disiplin dan multi dimensi dalam perawatan kasus periodontal spesialistik. 

2.2 Melakukan penerapan teknologi informasi dengan adekuat. 

2.3 Membina hubungan baik dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan masalah hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya. 

3.
Berpikir Kritis dan Manajemen Informasi  

Kemampuan berpikir secara kritis, ilmiah dan efektif serta mengelola informasi.

Kompetensi Penunjang :

1. Berpikir kritis dan menentukan alternatif dalam mengambil keputusan. 

Kemampuan Dasar :

1.1 Mengakses  dan menganalisis secara kritis kesahihan informasi atau publikasi ilmiah.

1.2 Mengelola informasi kesehatan secara ilmiah, efektif, sistematis, dan komprehensif. 

1.3 Memahami pendekatan kedokteran gigi berbasis bukti  (evidence based dentistry).    

1.4 Menggunakan pendekatan kedokteran gigi berbasis bukti  (evidence based dentistry) sebagai dasar pengelolaan kasus periodontal spesialistik.  

4.
Pengembangan Profesi 
Meningkatkan kualitas kompetensi spesialistik yang dimiliki melalui pengembangan diri seumur hidup.
Kompetensi Penunjang :

1. Mengevaluasi kinerja diri sendiri. 

Kemampuan Dasar :

1.1 Memahami prosedur evaluasi diri secara adekuat. 

1.2 Melaksanakan evaluasi diri secara adekuat untuk mempertahankan atau menjaga kompetensi.

2. Mengamalkan kompetensi periodonsia yang dimiliki melalui pengembangan diri seumur hidup. 

Kemampuan Dasar :

2.1 Menerapkan kode etik profesi dokter gigi spesialis periodonsia. 

2.2 Melakukan pemelajaran mandiri dan pemelajaran seumur hidup.

3. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi.     
Kemampuan Dasar :

3.1 Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan IPERI dan PDGI secara adekuat.   

3.2 Memahami manfaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi profesi tingkat regional dan atau internasional. 

4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

Kemampuan Dasar :

4.1 Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, terutama dalam bidang pencegahan.  

4.2 Mengumpulkan data mengenai pola penyebaran penyakit/ kelainan periodontal masyarakat. 

Domain II.

Penguasaan akademik tingkat lanjut : dokter gigi spesialis dengan kemampuan akademik tingkat lanjut di bidang periodonsia.
Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi yang relevan  dalam bidang  periodonsia sebagai dasar profesionalisme serta pengembangan periodonsia

Kompetensi Utama :

1. Basic biomedical, basic dental dan clinical sciences

Memiliki pengetahuan dan pemahaman prinsip biomedik dasar, ilmu kedokteran gigi dasar pada kondisi klinis.

Kompetensi Penunjang :

1. Memahami prinsip-prinsip biologi oral, material dan teknologi kedokteran gigi, serta radiologi kedokteran gigi untuk menunjang ketrampilan klinik, serta penelitian bidang periodonsia.

Kemampuan Dasar :

1.1 Memahami mekanisme regenerasi jaringan periodonsium. 

1.2 Memahami teknik rekayasa jaringan periodonsium. 

1.3 Memahami material dan teknologi kedokteran gigi terkini di bidang periodonsia. 

1.4 Memahami radiologi kedokteran gigi untuk menunjang ketrampilan klinik spesialistik periodonsia.
2. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan biomedik yang relevan sebagai sumber keilmuan dan berbagai data penunjang untuk melakukan diagnosis dan tindakan medis bidang periodonsia. 

Kemampuan Dasar :

2.1 Memahami patobiologi penyakit periodontal yang mempunyai risiko mempengaruhi kondisi/ penyakit sistemik.    

2.2 Memahami reaksi selular dan biomolekular pada proses terjadinya penyakit dan proses penyembuhan jaringan periodonsium sesudah perawatan periodontal.

2. Kedokteran Gigi Klinik

Mengintegrasikan pengetahuan dan pemahaman prinsip ilmu dan teknologi kedokteran gigi klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan periodontal spesialistik.

Kompetensi Penunjang :

1. Memahami prinsip-prinsip ilmu dan teknologi kedokteran gigi klinik sebagai dasar untuk melakukan pelayanan periodontal spesialistik yang efektif dan efisien. 

Kemampuan Dasar :

1.1 Memahami peran periodontologi klinik sebagai fondasi ilmu kedokteran gigi klinik.      

1.2 Memahami hubungan timbal balik antara perawatan konserperiodontal, endo-periodontal, ortoperiodontal, dan  prostoperiodontal. 

2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman prinsip perawatan periodontal spesialistik.

Kemampuan Dasar :

2.1 Memahami prinsip – prinsip ilmu dan teknologi   perawatan periodontal spesialistik untuk menunjang ketrampilan klinik perawatan periodontal spesialistik.    
3. Kedokteran Klinik

Mengembangkan prinsip ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan periodontal spesialistik.

Kompetensi Penunjang :

1. Memahami ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan periodontal pada pasien yang diperparah oleh masalah medis (medically compromised).  
Kemampuan Dasar :

1.1 Menguasai patobiologi penyakit/ kondisi sistemik yang mempunyai manifestasi pada jaringan periodonsium. 

1.2 Memahami pengaruh hormon terhadap jaringan periodonsium. 

1.3 Memahami pengaruh kondisi hematologi terhadap jaringan periodonsium.   

1.4 Memahami pengaruh nutrisi terhadap jaringan periodonsium. 

1.5 Memahami pengaruh kondisi psikis dan stres terhadap jaringan periodonsium.     

1.6 Memahami pengaruh HIV/ AIDS dan sindroma lainnya terhadap jaringan periodonsium. 

1.7 Memahami pengaruh obat-obatan medis terhadap kondisi jaringan periodonsium.      

1.8 Memahami pengaruh rokok dan alkohol terhadap jaringan periodonsium.

2. Memahami patobiologi penyakit periodontal yang memiliki risiko mempengaruhi kondisi/ penyakit sistemik.

Kemampuan Dasar :

2.1 Memahami penyakit periodontal sebagai sumber infeksi biofilm. 

2.2 Memahami infeksi periodontal sebagai sumber infeksi sistemik kronis. 

2.3 Memahami hubungan antara infeksi periodontal dengan penyakit Kardiovaskular. 

2.4 Memahami hubungan antara infeksi periodontal dengan penyakit Diabetes Mellitus. 

2.5 Memahami hubungan antara infeksi periodontal dengan bayi berat lahir rendah dan atau bayi lahir prematur. 

2.6 Memahami hubungan antara infeksi periodontal dengan penyakit Saluran Pernapasan. 

4. Melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi bidang periodonsia spesialistik

Menyebarluaskan pengetahuan profesional terutama di bidang periodonsia kepada teman sejawat, pasien dan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan.


Kompetensi Penunjang :
1. Mengembangkan ilmu di bidang periodonsia seumur hidup secara berkesinambungan melalui riset epidemiologi klinik/ klinik eksperimental atau laboratorik. 

Kemampuan Dasar :

1.1 Melakukan analisis klinis atau penelitian mengenai manifestasi kondisi/ penyakit sistemik di dalam mulut, pengaruh perawatan periodontal terhadap kondisi/ penyakit sistemik; pengaruh obat-obatan medis terhadap kondisi jaringan periodonsium. 

1.2 Mengkomunikasikan hasil risetnya dalam forum ilmiah nasional atau internasional.

1.3 Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Program Pelatihan Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan ( P3KGB ). 

1.4 Berpartisipasi aktif dalam menyebarluaskan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi kepada masyarakat, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif mengenai masalah kelainan/ penyakit periodontal yang dihadapi masyarakat. 

Domain III.

Ketrampilan klinik spesialistik

Mampu melakukan tindakan kedokteran gigi klinik tingkat lanjut bidang spesialis periodonsia.
Kompetensi Utama :

1. Menerapkan konsep paradigma sehat secara holistik dan pendekatan kedokteran gigi berbasis bukti (evidence based dentistry) dalam menetapkan Diagnosis.

Kompetensi Penunjang :

1. Menerapkan konsep paradigma sehat dalam melakukan pemeriksaan pasien secara komprehensif dan holistik. 

Kemampuan Dasar :

1.1 Melakukan pemeriksaan sistem stomatognatik, terutama jaringan periodonsium dengan selalu memperhatikan sistem lain dalam tubuh manusia.

1.2 Menilai dan menyimpulkan keadaan fisik dasar, kondisi ekstraoral serta intraoral pasien, tanda serta gejala klinis, interpretasi radiografis, interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium, serta menetapkan tes laboratorium diagnostik lain yang diperlukan. 

2. Menetapkan diagnosis kelainan/penyakit periodontal spesialistik berdasarkan hasil pemeriksaan yang komprehensif dan holistik serta melakukan diagnosis banding. 

Kemampuan Dasar :

2.1 Menilai dan menyimpulkan rekam medis pasien.   

2.2 Mendiagnosis kemungkinan adanya penyakit/ kondisi sistemik yang mempunyai manifestasi dalam mulut, khususnya jaringan periodonsium. 

2.3 Menegakkan diagnosis penyakit/ kelainan periodontal melalui interpretasi maupun korelasi hasil pemeriksaan, riwayat penyakit, keadaan klinis dan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik  serta mampu melakukan diagnosis banding. 

2.4 Merujuk kepada dokter yang berwenang untuk mendiagnosis adanya penyakit sistemik. 

2. Menerapkan konsep paradigma sehat secara holistik dan pendekatan kedokteran gigi berbasis bukti (evidence based dentistry) dalam merencanakan terapi yang rasional sesuai kasus.

Kompetensi Penunjang :

1. Merencanakan perawatan yang rasional sesuai kasus pada penyakit/kelainan periodontal spesialistik serta memperkirakan prognosisnya.    

Kemampuan Dasar :

1.1 Menetapkan rencana perawatan penyakit/ kelainan periodontal spesialistik sesuai dengan diagnosis, serta memperkirakan prognosisnya. 

1.2 Menjelaskan langkah-langkah perawatan, estimasi biaya, tanggung jawab pasien, serta meminta informed consent bagi pelaksanaan perawatan yang disetujui. 

3. Menerapkan konsep paradigma sehat secara holistik dan menerapkan pendekatan kedokteran gigi  berbasis bukti (evidence based dentistry) dalam penatalaksanaan kasus periodontal spesialistik.

Kompetensi Penunjang :

1. Menerapkan pendekatan multidisiplin dan multidimensi secara komprehensif dalam perawatan kasus periodontal spesialistik.

Kemampuan Dasar :

1.1 Mengkoordinasikan konsultasi medis yang diperlukan untuk klarifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sistemik pasien.

1.2 Mengevaluasi pasien-pasien dengan kondisi yang diperparah oleh masalah medis (medically compromised), pasien lanjut usia (older adults) dan wanita (pubertas, menstruasi, hamil dan menopause) yang memerlukan perawatan periodontal.    

1.3 Mengevaluasi kelainan furkasi dan hubungannya dengan kelainan periodontik – endodontik. 

1.4 Mengevaluasi penyakit dan atau kelainan periodontal pada kasus maloklusi yang mempengaruhi keberhasilan perawatan.    

1.5 Mengevaluasi dampak infeksi periodontal terhadap kesehatan sistemik dan kualitas kehidupan.

1.6 Mengevaluasi dampak rokok dan alkohol terhadap kesehatan jaringan periodonsium.  

1.7 Menata lingkungan kerja di bidang periodonsia secara ergonomik dengan memahami kesehatan dan keselamatan kerja. 

2. Menerapkan teknik pengendalian infeksi yang efektif secara konsisten dalam perawatan kasus periodontal spesialistik. 

Kemampuan Dasar :

2.1 Memahami manfaat adanya sistem kendali infeksi komprehensif dalam melakukan perawatan periodontal spesialistik.  

2.2 Memahami program pengendalian infeksi di lingkungan kerja. 

2.3 Memahami cara-cara untuk memperkecil risiko terjadinya infeksi silang terhadap petugas kesehatan dan pasien.

2.4 Menerapkan program pengendalian infeksi secara komprehensif dalam melakukan perawatan periodontal spesialistik.

2.5 Melakukan langkah-langkah yang diperlukan ketika terjadi kecelakaan  (tertusuk, terluka, tergores) oleh alat-alat kedokteran gigi yang tercemar cairan tubuh pasien.

3. Penatalaksanaan perawatan penyakit/ kelainan periodontal spesialistik secara non bedah dan periodontal medisin.

Kemampuan Dasar :

3.1 Melakukan perawatan darurat pada kasus periodontitis nekrosis, periodontitis agresif, periodontitis manifestasi penyakit sistemik/ periodontitis yang diperparah oleh masalah medis (medically compromised), pasien lanjut usia (older adults), abses gingival,abses periodontal, dan abses perikoronal. 

3.2 Menetapkan pemberian obat-obatan secara lokal dan sistemik secara rasional.    

3.3 Melakukan perawatan pada kasus periodontitis kronis generalis lanjut, periodontitis agresif, NUG, NUP, periodontitis manifestasi penyakit sistemik/ periodontitis yang diperparah oleh masalah medis  (medically compromised) dan pasien lanjut usia (older adults).  

3.4 Memahami peran oklusi dalam perawatan periodontal, mengevaluasi tanda klinis radiografis oklusi traumatik, memahami efek obat anti infeksi perawatan periodontal terhadap kegoyangan gigi. 

3.5 Melakukan penyesuaian oklusi melalui pengasahan selektif pada kasus periodontal spesialistik yang disebabkan atau diperberat oleh oklusi traumatik.

3.6 Melakukan perbaikan titik kontak, memperbaiki protesa/ restorasi mengemper untuk mengoptimalkan hasil perawatan periodontal. 

3.7 Melakukan splin pada kasus periodontal spesialistik. 

3.8 Melakukan perawatan periodontal dengan cara pergeseran gigi pada pasien dengan masalah periodontal (periodontal compromised).    

3.9 Melakukan perawatan periodontal untuk menunjang perawatan ortodonsi.     

3.10 Melakukan terapi pemeliharaan periodontal melalui prosedur pemeliharaan terjadwal (maintenance recall) pada kasus periodontal spesialistik.

4. Melakukan perawatan periodontal bedah terapi, rekonstruksi  dan estetika dalam perawatan kasus periodontal spesialistik.

Kemampuan Dasar :

4.1 Menciptakan pelekatan jaringan periodonsium sebagai hasil proses regenerasi untuk mendapatkan jaringan periodonsium baru yang sehat dan stabil, dengan memperhitungkan faktor estetik dengan cara :
a. Melakukan berbagai teknik bedah flep dan mukogingiva. 

b. Melakukan bedah tulang resektif periodontal. 

c. Melakukan bedah tulang regeneratif periodontal. 

d. Melakukan bedah plastik dan estetik periodontal.

e. Melakukan gingivektomi dan gingivoplasti sebagai terapi gingival enlargement.   

f. Melakukan perawatan kelainan furkasi dan kelainan periodontik endodontik, dapat disertai amputasi atau reseksi akar, hemiseksi atau separasi.

5. Melakukan perawatan prostetik periodontal dan implan dental untuk merekonstruksi / merestorasi gigi dengan kelainan / penyakit periodontal spesialistik. 

Kemampuan Dasar :

5.1 Mengevaluasi kasus kehilangan gigi dan struktur tulang rahang daerah oral yang merupakan indikasi untuk pemasangan implan. 

5.2 Melakukan pemasangan implan gigi (dental implan). 

5.3 Mengevaluasi tanda dan gejala klinis dan etiologi periimplantitis.

5.4 Melakukan terapi periimplantitis.   

5.5 Mengevaluasi gambaran klinis, tanda, gejala dan etiologi masalah periodontal yang berhubungan dengan ukuran/ lebar gingiva cekat, kedalaman vestibulum serta letak frenulum terhadap tepi gingiva.   

5.6 Melakukan bedah periodontal untuk menunjang perawatan prostetik dan konservasi.

5.7 Melakukan terapi prostetik periodontal  pada pasien dengan masalah periodontal (periodontal compromised). 

5.8 Melakukan evaluasi hasil perawatan secara periodik pada kasus periodontal spesialistik dan melakukan terapi pemeliharaan kesehatan jaringan periodonsium.
Materi pemelajaran

Materi pemelajaran disiapkan sesuai dengan tujuan pendidikan atau kompetensi lulusan dan strategi pengajaran. Materi ini sebaiknya dalam bentuk mata ajaran atau modul terintegrasi antara teori dan praktik. Materi pemelajaran harus mengacu pada perkembangan IPTEKDOKGI Spesialistik yang berkembang sangat pesat.

Kolegium Periodonsia Indonesia telah menetapkan Modul Dokter Gigi Spesialis Periodonsia yang akan menjadi dasar untuk menyusun materi pemelajaran pendidikan profesi dokter gigi Spesialis Periodonsia. 
Modul yang telah ditetapkan adalah:

1. Penyakit Periodontal dan Etiologi.       

2. Terapi Non Bedah Periodontal.        

3. Dasar – Dasar Terapi Bedah Periodontal.

4. Terapi Bedah Periodontal Rekonstruksi.       

5. Terapi Bedah Periodontal Mukogingiva (Plastik dan Estetik).

6. Implan Dental.

7. Prostetik Periodontal.

8. Periodontal Medisin.

9. Humaniora.  

10. Keterampilan Klinik. 

11. Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah.

12. Perawatan Periodontal Multidisiplin. 

Strategi pemelajaran

Institusi Program studi Periodonsia selayaknya menerapkan metoda pemelajaran aktif dan fokus pada mahasiswa (student centered learning). Metoda pemelajaran student centered learning ini antaralain dapat berupa : discussion, role play and simulation, discovery learning, self directed learning, cooperative learning, collaborative learning, conteProgram studitual instruction, problem based learning, case study and case report, skills lab, scientific session. Metoda pemelajaran student centered learning akan membantu mahasiswa dalam mengembangkan kualitas belajar mandiri, belajar sepanjang hayat, berpikir kritis dan analisis berdasarkan evidence based dentistry. Dalam proses pemelajaran, staf pendidik berperan sebagai pembimbing, pendidik dan penilai.

Beban pendidikan dan lama pendidikan

Program pendidikan harus menyatakan secara jelas tentang tujuan, komposisi, beban dan lama pendidikan. Tujuan, komposisi, beban dan lama pendidikan ditetapkan dengan mengacu pada kompetensi pendidikan yang ditetapkan secara nasional dan kompetensi tambahan/ khusus yang disusun oleh IPDGS, serta diuraikan secara rinci di dalam Buku Panduan Pendidikan. Buku Panduan Pendidikan mencantumkan tahap-tahap pendidikan yang akan dijalani, rincian pengalaman belajar yang harus dicapai dan semua kegiatan yang akan dilalui mahasiswa selama proses pendidikan.

Program Studi Periodonsia harus memenuhi beban minimal setara dengan 55 sks. Untuk Program studi yang memerlukan ketrampilan klinik yang lebih besar kompetensi keahlian klinik minimal 50%, dan beban studi untuk kegiatan ilmiah terstruktur minimal 15%, sisanya 35% adalah untuk memenuhi kompetensi akademik. Lama pendidikan yang harus dijalani untuk beban studi sebesar 55 sks tersebut agar tercapai kompetensi seperti yang diharapkan memerlukan waktu minimal 5 semester.
Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pemelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel  dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi dan profesi mahasiswa serta memberikan masukan untuk perbaikan sistem pemelajaran.  

Evaluasi pemelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. Metode Evaluasi Pemelajaran :

1. Dalam pelaksanaan pendidikan harus ditetapkan metode yang digunakan untuk penilaian, termasuk kriteria lulusan.

2. Reliabilitas dan validitas metode penilaian perlu dievaluasi secara berkala.

3. Seluruh kegiatan pendidikan dicatat dalam log book untuk setiap mahasiswa.

4. Selama proses pendidikan, penilaian dilakukan secara terstruktur pada tiap tahap pendidikan dengan memperhatikan kemampuan yang harus dicapai sesuai dengan tahapan pendidikan.

5. Proses dan hasil penilaian harus didokumentasikan dengan baik.

6. Komponen penilaian meliputi penilaian untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

7. Pada akhir pendidikan dilakukan ujian akhir dengan mengikutsertakan penguji luar.
8. Metode penilaian diupayakan agar mempunyai kaitan dengan pelayanan klinik yang dihadapi sehari-hari.

9. Kriteria penilaian hasil pemelajaran harus ditetapkan.

10. Prinsip, metode dan implementasi penilaian harus sesuai dengan tujuan pendidikan dan mendorong pengembangan proses belajar.

Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring meliputi:

1. Pengetahuan dan pemahaman teori pada bidang ilmu yang bersangkutan.

2. Ketrampilan dalam melakukan tindakan, serta sikap dan perilaku profesional.
3. Sikap dan perilaku mahasiswa dalam melakukan tugas sehari-hari (kerajinan, ketelitian dan tanggung jawab).

4. Penilaian kegiatan ilmiah berupa:

a. Journal Reading/ bedah jurnal.
b. Laporan kasus dan studi pustaka.
c. Penelitian dengan hasil akhir berupa tesis :

Dalam melaksanakan penelitian mahasiswa dibimbing oleh 2-3 pembimbing yang menguasai materi penelitian dan memahami metodologi penelitian, yang dapat berasal dari periodonsia dan bidang lain terkait sesuai dengan topik penelitian. Tahap-tahap penilaian adalah seminar proposal, seminar hasil penelitian dan ujian tesis.
Evaluasi meliputi:

1. Ujian tulis atau lisan tentang pengetahuan teori.

2. Penilaian ketrampilan klinik/praktikum, dengan cara :

a. Evaluasi harian klinik/praktikum pada setiap kasus berdasarkan pengetahuan ketrampilan dan sikap/ perilaku. Seluruh kegiatan dicatat dalam buku catatan kegitan/ log book untuk setiap mahasiswa melalui pengamatan yang berkelanjutan.
b. Evaluasi akhir semester :

· Menelaah buku catatan kegiatan (log book).
· Ujian komprehensif klinik pada akhir pendidikan. 

· Bobot nilai ujian komprehensif adalah 20% dari seluruh kegiatan klinik.
Tata cara ujian akhir Program Studi Periodonsia:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa:

· Telah lulus teori praktikum, kegiatan klinik dan kompetensi klinis.
· Telah menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis.

· Tesis telah diseminarkan dan diuji oleh Program Studi Periodonsia, dan dinyatakan layak uji.

· Ujian komprehensif dilaksanakan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus dalam ujian tesis.

2. Penunjukan staf penguji:

· Susunan penguji ujian karya ilmiah terdiri dari 5 orang, yaitu 2   orang pembimbing penelitian dan 3 orang penguji yang terdiri dari tenaga pengajar departemen tersebut dan apabila dianggap perlu tenaga pengajar departemen lain atau penguji tamu dari bidang terkait.

· Susunan penguji ujian komprehensif terdiri dari 5 orang yang terdiri dari 4 orang staf pengajar periodonsia dari Program Studi penyelenggara, dan 1 orang penguji tamu anggota kolegium (yang bukan dari intitusi penyelenggara ujian komprehensif).

3. Sistem penilaian dan ujian perbaikan:

· Nilai yang diperoleh mahasiswa untuk suatu mata kuliah, seminar, penelitian dan kegiatan akademik lainnya dinyatakan sesuai standar institusi pendidikan dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E.
· Untuk dapat melanjutkan ke semester berikutnya maka indeks prestasi mahasiswa minimal 3,00 (B).
· Mahasiswa yang nilainya kurang dari nilai huruf B, harus menempuh ujian perbaikan.

· Mahasiswa yang mendapat nilai sama dengan B diperbolehkan juga memperbaiki angka

· Ujian perbaikan boleh dilakukan maksimal dua kali. Bila masih juga tidak lulus, wajib membuat makalah tentang ilmu yang terkait.
· Bila setelah ujian perbaikan (1 sampai 2 kali) hasil lebih tinggi dari hasil sebelum perbaikan, maka yang diambil adalah nilai tertinggi dari hasil ujian perbaikan tersebut.
· Jika pada akhir semester ternyata mahasiswa belum menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya maka untuk tugas tersebut tidak diberikan nilai tetapi dilaporkan sebagai TL (tidak lengkap).
· Selambat-lambatnya pada akhir semester berikutnya tanda TL harus sudah diselesaikan diubah menjadi nilai dan dilaporkan oleh penanggung jawab mata kuliah.
· Bila tidak ada laporan mengenai perubahan tanda TL tersebut maka pada permulaan semester berikutnya akan diberi nilai E.
· TL tidak diikut sertakan dalam penghitungan kredit yang diperoleh mahasiswa dan penghitungan indeks prestasi suatu semester. Segera setelah ada perubahan TL menjadi nilai atau dinyatakan sebagai E, maka penghitungan jumlah kredit dan IP dalam semester yang sebelumnya yang terdapat tanda TL akan diulang. Hasil penghitungan ini akan digunakan untuk mengambil keputusan.
· Nilai hasil ujian dan ujian perbaikan dicantumkan pada kartu hasil studi.
· Indeks prestasi mahasiswa merupakan nilai prestasi yang digolongkan dalam: 

a. Indeks prestasi semester (IP) yaitu angka yang diperoleh dari hasil bagi jumlah mutu semester dengan jumlah kredit semester.

b. Indeks prestasi kumulatif, adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah kumulatif. 
c. Tahapan evaluasi:

· Penghitungan IP dilakukan setiap akhir semester dan penghitungan IPK dilakukan pada setiap akhir tahun pendidikan/ajaran.
· Dalam waktu satu tahun IPK dihitung dari jumlah nilai kredit mata kuliah yang mempunyi nilai tertinggi dari seluruh kredit yang diperoleh pada tahun tersebut.
· Evaluasi keberhasilan belajar tahun pertama dilakukan pada akhir semester kedua. Untuk dapat melanjutkan pendidikan peserta harus mencapai IPK serendah-rendahnya 3,00.
· Evaluasi akhir pendidikan.
· Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan dinyatakan lulus, apabila memenuhi syarat:

· Tidak memiliki nilai C.
· Telah menyelesaikan tesis dan lulus ujian laporan penelitian dan ujian komprehensif.
· IPK sama atau lebih besar dari 3,00.

g. Kelulusan, putus kuliah dan kelanjutan pendidikan:
Predikat kelulusan:

Seorang mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diberikan predikat kelulusan seperti yang dapat dilihat dalam tabel predikat kelulusan mahasiswa dan lama pendidikan.
                                    Tabel predikat kelulusan peserta:
	No. 
	IPK
	Predikat 

	1.

2.

3.
	3,75 – 4,00

3,41 – 3,74

3,00 – 3,40 
	Cum laude

Sangat memuaskan

Memuaskan


Ijazah:

Setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh program pendidikan dan dinyatakan lulus serta menyerahkan tesis ke Biro Administrasi Pendidikan, kepadanya diberikan ijazah yang ditanda tangani Rektor dan Dekan FKG Penyelenggara Program Studi Periodonsia. 
h. Akreditasi dan sertifikasi

Akreditasi internal dilakukan oleh Kolegium Periodonsia Indonesia dan akreditasi eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan program studi. Sertifikasi dilakukan oleh Kolegium Periodonsia Indonesia. Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kolegium Periodonsia Indonesia setelah dokter gigi Spesialis Periodonsia dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi secara nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Uji Kompetensi Kolegium Periodonsia Indonesia dan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan.
Umpan balik

Institusi pendidikan harus mempunyai mekanisme umpan balik hasil dan proses pendidikan secara berkala sepanjang pelaksanaan pendidikan. Umpan balik tersebut diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan di masa mendatang.

Suasana akademik dan profesional adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik dan profesional antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, narasumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan profesional, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik dan profesional yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan profesional dan kebebasan mimbar akademik dan profesional, serta  penerapan etika akademik dan profesional secara konsisten.

Standar 6: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar ini merupakan acuan yang mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan untuk mencapai tujuan Program Studi Periodonsia. Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik dan profesional yang bermutu di Program Studi Periodonsia sebagai lembaga nirlaba. Sumber pembiayaan dapat berasal dari perorangan ataupun instansi pengirim. Institusi pendidikan kedokteran gigi harus mempertanggung jawabkan pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah/universitas, transparan dan dapat diaudit oleh Kantor Akuntan Publik apabila dibutuhkan. Evaluasi dana dan umpan balik difasilitasi dan dilaksanakan secara transparan oleh pimpinan fakultas/ universitas.
Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik dan profesional sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan, antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pemelajaran di dalam kelas,  alat laboratorium, alat kantor, dan lingkungan akademik dan profesional lainnya. Sarana klinik disesuaikan dengan prasyarat rumah sakit gigi dan mulut pendidikan (RSGMP). Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi antara lain ruang perkantoran, ruang perkuliahan, gedung RSGMP dan fasilitas lainnya. Sarana Program studi adalah faktor utama dalam menunjang kelancaran kegiatan pendidikan teori, ketrampilan dan sikap profesional serta penelitian. Berbagai sarana yang disediakan untuk kegiatan tersebut adalah:
· Ruang kuliah, ruang diskusi, ruang seminar.

· Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan utama, afiliasi dan satelit untuk menunjang pendidikan serta yang mempunyai pelayanan komprehensif dan memberi peluang melaksanakan pelatihan keprofesiannya.

· Perpustakaan dan bekerjasama dengan perpustakaan lain baik di dalam maupun luar negeri.

· Instalasi atau fasilitas yang membantu dalam menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian seperti laboratorium Biologi Oral, laboratorium Material Kedokteran Gigi dan laboratorium Biomolekuler.

· Teknologi informasi

Intitusi Program studi memiliki fasilitas teknologi informasi yang memadai, baik bagi tenaga akademik, non akademik, maupun mahasiswa spesialis untuk menunjang kelancaran proses pemelajaran yang optimal.

Pengelolaan sarana dan prasarana Program Studi Periodonsia meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik dan profesional di Program Studi Periodonsia. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya RSGMP dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis Periodonsia secara berkelanjutan. 
Sistem pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan dokter gigi spesialis Periodonsia.

Standar 7: Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar ini adalah acuan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu Program Studi Periodonsia. Penelitian adalah salah satu tugas pokok Program Studi Periodonsia yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pemelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program Studi Periodonsia harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Program Studi Periodonsia memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah,  presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi. Penelitian merupakan tugas akhir yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang mencakup pengembangan IPTEKDOKGI yang berguna bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi mulut. Sebagai seorang ilmuwan yang profesional, nantinya diharapkan dapat mengambil peran di dalam pengembangan ilmu dan teknologi sekaligus perbaikan dalam mutu pelayanan pada masyarakat. 
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Kegiatan ini dianjurkan untuk dikembangkan oleh Program studi untuk menunjang/ menyempurnakan proses pendidikan dan merupakan kegiatan dalam mengaplikasikan kepakarannya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan ini sebaiknya bekerja sama dengan instansi terkait. Kegiatan pengabdian masyarakat perlu memenuhi aspek kriteria mutu pengabdian, pelaksana dan manajemen pengabdian masyarakat.
Program Studi Periodonsia memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik dan profesionalonal. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan profesional dan sebagai perwujudan akuntabilitas Program Studi Periodonsia sebagai bagian dari suatu lembaga nirlaba. Program Studi Periodonsia juga mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Program Studi Periodonsia dalam meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya Program Studi Periodonsia. 
Akuntabilitas pelaksanaan Tridharma dan kerjasama Program Studi Periodonsia diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama mahasiswa. Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

4.2      Prosedur Akreditasi Program Studi Periodonsia
Prosedur Akreditasi Program Studi Periodonsia dilaksanakan sesuai dengan Surat Penetapan Pelaksanaan Akreditasi Internal delapan program studi Periodonsia di Indonesia yang dikeluarkan oleh MKKGI dan telah diketahui dan disetujui oleh KKI/KKG dan Ketua PDGI. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Periodonsia dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakekat penyelenggaraan/pengelolaan Program Studi Periodonsia. Semua Program Studi Periodonsia akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi internal dilakukan oleh Kolegium Periodonsia Indonesia dan BAN-PT melakukan akreditasi eksternal terhadap Program Studi Periodonsia pada perguruan tinggi negeri dan swasta.  Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam Buku II.
4.3      Instrumen Akreditasi Program Studi  Periodonsia
Instrumen akreditasi Program Studi Periodonsia terdiri atas: (1) Laporan evaluasi-diri Program Studi Periodonsia, (2) Borang Program Studi Periodonsia, dan (3) Borang unit pengelola Program Studi Periodonsia. Borang yang digunakan dalam proses akreditasi Program Studi Periodonsia dikembangkan berdasarkan standar dan elemen penilaian seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan elemen penilaian yang diminta dalam rangka akreditasi Program Studi Periodonsia dirumuskan dan disajikan oleh Program Studi Periodonsia dan unit pengelolanya dalam instrumen yang berbentuk borang. 
Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi Periodonsia. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.
Borang akreditasi Program Studi Periodonsia adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) suatu Program Studi Periodonsia, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi Program Studi Periodonsia yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi Periodonsia secara berkelanjutan. 
Isi borang akreditasi Program Studi Periodonsia mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi Program Studi Periodonsia. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi Program Studi Periodonsia. 

Program Studi Periodonsia mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dan perluasan lebih lanjut dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (institutional management and organization), keberlanjutan (sustainability), dan efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), dan tata pamong (equity). Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.
4.4      Kode Etik Akreditasi Program Studi Periodonsia 
Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi  Program Studi Periodonsia, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, Program Studi Periodonsia yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. 
Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the do’s) dan yang tidak layak dilakukan (the don’ts) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis peguruan tinggi dan Program Studi Periodonsia. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi Program Studi Periodonsia.
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu  institusi atau Program Studi Periodonsia yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat kolegium (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau Program Studi Periodonsia yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau Program Studi Periodonsia telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau Program Studi Periodonsia kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Program Studi Periodonsia
Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri Program Studi Periodonsia, dan di dalam borang Program Studi Periodonsia serta unit pengelola Program Studi Periodonsia. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor pada tempat yang ditetapkan KOLEGIUM/BAN-PT sebelum asesmen lapangan.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Program Studi Periodonsia, unit pengelola Program Studi Periodonsia yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh Program Studi Periodonsia atau unit pengelola Program Studi Periodonsia, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi Periodonsia dan atau institusi perguruan tinggi.

Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu Program Studi Periodonsia di Indonesia.
Elemen penilaian adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu Program Studi Periodonsia atau institusi perguruan tinggi.

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan Program Studi Periodonsia.  Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.
Kolegium (college) adalah badan independen  didalam perhimpunan  profesi yang bertugas membina para anggota perhimpunan melalui pendidikan. 

Kolegium Periodonsia adalah badan independen pengampu ilmu di dalam perhimpunan organisasi profesi Periodonsia.

Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau Program Studi Periodonsia untuk mewujudkan visi institusi atau Program Studi Periodonsia tersebut. 

Pemangku kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas Akademik dan profesional dan profesional dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

Periodonsia adalah cabang ilmu Kedokteran Gigi yang mempelajari jaringan periodonsium (ginigiva, tulang alveolar, ligamen periodontal dan sementum) dalam keadaan sehat maupun patologis, serta melakukan tindakan pencegahan, perawatan dan pemeliharaannya, dalam rangka menjaga serta mengembalikan fungsi sistem stomatognatik yang optimal.
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau Program Studi Periodonsia. 

Tata pamong [governance]   berkenaan dengan  sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau Program Studi Periodonsia, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan Akademik dan profesionalonal dan profesional.

Tim asesor  adalah  suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh Kolegium dan BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau Program Studi Periodonsia 
Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu  perguruan tinggi atau Program Studi Periodonsia. 
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